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ABSTRAK 
Nama   :  M. Ruslam 
Nim   :  90100115140 
Judul Skripsi : Praktik Ma’patoi Bela’ (Gadai Kebun) dalam Tinjauan Fatwa 
Dewan    Syariah Nasioanal  No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang 
Rahn di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten 
Luwu. 
Praktik gadai kebun yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Noling disebut 
ma’patoi bela’ dimana praktik ini merupakan gejala sosiologis yang bersifat universal 
dan bersifat konvensional serta dilakukan secara turun temurun. Praktik ma’patoi 
bela’ selama ini berjalan tanpa adanya pengetahuan umum terkait hukum Islam 
sehingga yang terjadi salah satu diantara mereka secara tidak langsung dapat 
dirugikan. Fokus penelitian ini yaitu pemanfaatan barang jaminan dan kejelasan batas 
waktu barang jaminan pada praktik ma’patoi bela’ tersebut. 
 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenalogi dan normatif. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer 
dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang terlibat dalam praktik 
ma’patoi bela’, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti 
jurnal penelitian, artikel dan buku. Adapun teknik pengelolaan data dan analisis data  
menggunakan metode Miles dan Hubermen yaitu reduksi data (mengurai data), 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data 
menggunakan triangulasi teori dan triangulasi teori sumber data. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Praktik ma’patoi bela’ yang 
dilakukan masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu jika 
ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tidak sesuai, 
ketidak sesuaian terletak pada pemanfaatan barang jaminan yang digadaikan, didalam 
fatwa tersebut kebolehan memanfaat dari hasil dari barang jaminan atas seizin 
penggadai dan pemanfaatan hasil barang jaminan tersebut hanya sebatas biaya 
pemeliharaan dan perawatan barang jaminan. Kedua ketidak sesuaian yang terjadi 
apabila jangka waktu sudah memasuki jatuh tempo dan penggadai belum mampu 
mengembalikan pinjaman maka barang jaminan akan ditahan sampai pada batas 
waktu yang tidak ditentukan, pengembalian barang jaminan dilakukan ketika 
penggadai bisa mengembalikan pinjaman. 
Kata Kunci: Gadai Kebun, Ma’patoi bela’, Fatwa DSN-MUI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 
Pada dasarnya hukum Islam yang berkenaan dengan muamalah hanya memuat 
norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalnya secara rinci, 
diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. 
Dengan demikian, praktik muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat. Perubahan masyarakat tersebut dapat berupa perubahan 
tatanan sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik dan lainnya. 
Permasalahan ekonomi yang muncul pada masyarakat saat ini jika dilihat dari 
segi hukum Islam maka paling tidak terdapat dua kemungkinan jawaban. Pertama, 
jawaban atas permasalahan yang dapat diperoleh langsung dalam al-Qur’an dan Hadis. 
Kedua, jawaban atas permasalahan yang tidak dapat ditemukan secara eksplisit pada 
al-Qur’an dan Hadis dapat ditemukan pada ijmak ulama atau dalam hal ini fatwa yang 
dikeluarkan oleh mufti atas suatu masalah. 
Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis. Ketika 
al-Qur’an dan Hadis sudah tidak mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan 
ekonomi pada masa kontemporer saat ini, maka solusi yang dapat ditempuh untuk 
menjawab atas permasalahan yang timbul yaitu ijtihad, baik secara individu maupun 
secara umum.1 Ijtihad sendiri sudah diberlakukan pertama kali sejak wahyu 
                                                           
1Noor Ahmad, A. Achyar Aminuddin,-r Ushul Fiqih 2 Untuk Fakultas Syariah Semua Jurusan 
(Bandung: CV. Pustaka Pelajar, 2002), h. 134. 
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diturunkan, yaitu zaman Nabi Muhammad Saw. Selain Nabi Muhammad  Saw. Para 
sahabat seperti Umar bin Khattab juga telah melakukan ijtihad. 
Fatwa dianggap sebagai materi hukum ijtihad terbaru dan terlama yang relevan 
dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini paling tidak karena dua hal: Pertama, Fatwa 
merupakan respon terhadap pernyataan tentang permasalahn baru, sehingga fatwa 
memberikan peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber hukum yang 
tidak terputus. Kedua, Sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti 
dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai 
kebutuhan zaman. Dengan demikian, fatwa memiliki daya adaptabilitas hukum tinggi, 
dinamis dan responsif terhadap perubahan dan keragaman sosial. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satu lembaga yang diberikan wewenang 
untuk mengeluarkan fatwa, dimana lembaga ini adalah lembaga independen yang 
mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, 
dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah 
atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu 
pemerintah dalam melakukan hal-hal yang mengangkut kemaslahatan umat Islam, 
seperti mengeluarkan fatwa dalam mengeluarkan kehalalan sebuah makanan, 
penentuan kebenaran sebuah aliran agama Islam, dan hal-hal yang berkaiatan dengan 
hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN 
MUI/III/2002, tentang rahn; menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai 
syariah, diantaranya sebagai berikut2:  
                                                           
2DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), 
h. 153-154. 
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1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhum (barang) 
sampai semua utang rāhin (yang menyerahkan barang) dilunasi.  
2. Marhum dan manfaatnya tetap menjadi milik rāhin. Pada prinsipnya, marhum 
tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rāhin, dengan tidak 
mengurangi nilai marhum dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya  menjadi kewajiban 
rāhin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rāhin.  
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman.  
Akan tetapi, kembali lagi pada hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan 
dan menghindari kerusakan. Sesuai dengan kaidah Islam, bahwa menerapkan suatu 
kaidah harus didasari dengan maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan 
dengan al-Qur’an dan Hadis, dengan ketetapan yang sesuai dengan lima tujuan syara’ 
yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Dalam konteks umum, Syeikh al Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi dalam 
Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha asy-Syar’iyyah, memberikan rumusan penting 
syariah Islam. Pertama, Islam memperlihatkan kemaslahatan umum. Kedua, Islam 
selalu memberikan prinsip toleransi, memberikan kemudahan dan menghilangkan 
kesulitan. Ketiga, prinsip kedailan merupakan prioritas utama dalam Islam.3 
Dijelaskan didalam al-Qur’an dan Hadis terhadap beberapa prinsip dalam 
bermuamalah terutama dalam melaksanakan akad. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 
                                                           
3Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Maqasshid Syariah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 10. 
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Pertama, Asas suka sama suka, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kerelaan yang 
sesungguhnya diekspresikan melalui berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat 
dipertanggung jawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya. 
Kedua, Keadilan dimana dalam sistem Ekonomi Islam tidak semata-mata terletak pada 
cara memproduksi dan cara memperolehnya, akan tetapi juga distribusi dan bahkan 
penggunaan dan pemanfaatannya. Ketiga, Asas saling menguntungkan, sehingga tidak 
ada pihak yang dirugikan. Keempat, Asas tolong menolong dan saling membantu.4 
Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat 
yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang 
bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk 
tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi 
masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.5 
Pembahasan tentang gadai ini menarik untuk dibahas lebih dalam lagi, karena 
banyak masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapinya. salah satu alasan yang melatar belakangi masyarakat 
melakukan gadai adalah karena proses gadai yang tidak membutuhkan waktu yang 
berlebihan. Selain itu, masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya 
dengan mudah yaitu dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai 
jaminan tanpa harus menjual barang tersebut, karena ketika masyarakat 
mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka mereka dapat langsung mengambil 
kembali barang yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Sehingga dapat 
memperoleh pinjaman tanpa harus mengorbankan barang berharga yang dimilikinya. 
                                                           
4Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Maqasshid Syariah, h. 13. 
5 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.  
275. 
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Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 280 tentang 
pemberian tempo untuk orang yang susah yaitu: 
                       
    
Terjemahnya: 
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 
sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.6 
Dalam Islam, gadai merupakan salah satu kategori perjanjiaan hutang piutang 
yang aman untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, oleh karena itu, 
orang yang berutang dalam hal ini penggadai menggadaikan barangnya sebagai 
jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang 
menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Gadai mempunyai nilai sosial 
yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong. 
Dalam sejarah, gadai dalam tradisi Islam pada dasarnya bukan sesuatu yang 
baru, karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan transaksi gadai dengan orang 
yahudi. Dimana Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan 
menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Menurut kesepakatan pakar fiqih, 
peristiwa Rasulullah menggadaikan baju besinya itu adalah kasus rahn pertama 
dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Abu hurairah: 
                                                           
6Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. (Bandung: PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2013). h. 47. 
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 ْنَع ِدَوَْسْلأا ْنَع َمیِھاَرِْبإ ْنَع ِشَمَْعْلأا ْنَع ٌریِرَج َاَنثَّدَح َُةبَْیُتق َاَنثَّدَح
ىَّلَص ِ َّ  ُلوُسَر ىََرتْشا  َْتلَاق اَھْنَع ُ َّ  َيِضَر َةَِشئاَع  َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّ 
 ُھَعْرِد  َُھنَھَرَو اًمَاعَط ٍّيِدوَُھی ْنِم 
Artinya: 
Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Jabir, dari al-A’masy, dari Ibrahim, 
dari al-Aswad bahwa Aisyah berkata, “Rasulullah saw. pernah membeli 
makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya kepada orang 
tersebut.7 
Gadai dalam hal ini utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, selain itu, 
banyak muncul fenomena dimasyarakat ketidak percayaan di antara manusia, 
sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam 
meminjamkan hartanya, khususnya masyarakat pedesaan yang mayoritas 
masyarakatnya adalah petani, sering ditemukan menjadikan obyek lahan  perkebunan 
mereka walaupun transaksi tersebut tidak dilakukan secara formal, sehingga tidak ada 
payung hukum yang dapat menaungi apabila di kemudian hari terjadi permasalahan 
gadai. 
Praktik ma’patoi bela’ (gadai kebun) yang dilakukan oleh masyarakat 
Kelurahan Noling sangat menguntungkan pihak penerima gadai (murtahin) dan 
sebaliknya sangat merugikan pihak penggadai (rahin). Karena dengan memberikan 
lahan yang menjadi jaminan dan hasil dari lahan pertanian tersebut menjadi milik 
penerima gadai sehingga mata pencarian mereka secara tidak langsung akan hilang, 
dengan begitu pihak penggadai akan kesulitan melunasi utangnya. Dalam praktik 
map’patoi bela’ tidak ada sistem bagi hasil yang diberikan oleh pemegang barang 
kepada pemilik barang sehingga hasil dari lahan tersebut sepenuhnya menjadi milik 
penerima gadai. Disisi lain pada belum adanya keterlibatan pemerintah dalam proses 
                                                           
7Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits : Shahih Bukhari 
Muslim 1. h. 567. 
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pelaksanaannya baik sebagai sehingga adanya ketidakjelasan dalam proses 
pelaksanaan prakrik ini. Selain itu pemanfaatan hasil lahan oleh penerima gadai yang 
kemudian menjadi kebiasaan masyarakat sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak 
penggadai yang mendorong penulis untuk melakukan pengkajian ulang terkait 
permasalahan tersebut. Karena praktik gadai seperti ini cenderung merugikan pemilik 
lahan atau penggadai dan menimbulkan gejala sosial yang dapat merusak tatanan 
masyarakat yang notabenenya menjadikan lahan petani sebagai mata pencaharian 
pertama dan utama. Berangkat dari masalah tersebut, peneliti kemudian meneliti lebih 
lanjut mengenai “Praktik Ma’patoi bela’ (Gadai Kebun) dalam Tinjauan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn di Kelurahan 
Nolimg Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti lebih fokus dan terarah 
sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang 
diharapkan peneliti. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti hanya 
menfokuskan terhadap permasalahan mengenai pemanfaatan seluruh hasil barang 
gadai oleh penerima gadai serta jangka waktu pengembalian utang apakah telah 
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25 tentang rahn. Penelitian ini 
melakukan metode wawancara dan observasi kepada informan yang menurut peneliti 
mampu memberikan informasi yang akurat atau memiliki kapasitas dalam 
memberikan informasi tentang bagaimana praktik Gadai yang sesuai dengan syariah. 
 
8 
 
 
 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat ditarik pokok-pokok 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik ma’patoi bela’ (gadai kebun) di Kelurahan Noling 
Kecamatan Bupon Kabupten Luwu? 
2. Apakah sistem ma’patoi bela’ sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal 
No.25/DSN-MUI/III/2001 tentang rahn di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon 
Kabupaten Luwu? 
D. Penelitian Terdahulu 
Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengawali dengan menelaah 
penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan 
dilakukan peneliti. Dengan demikian, peneliti melakukan rujukan pendukung, 
pelengkap serta pembanding dalam menyusun penelitian ini. Selain, itu telaah pada 
penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian 
terkait dengan masalah dalam penelitian ini. 
Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa 
karya ilmiah yang dilakuakn oleh peneliti lainnya, antara lain: 
1.  Safrizal dengan judul jurnal  praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam 
Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan 
Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). Penelitian ini mengkaji tentang 
praktik gala umong yang dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum 
islam. 
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2. Muhammad Alwi dengan judul jurnal Praktek Gadai Sawah pada Masyarakat 
Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan adat tradisi kebiasaan 
masyarakat Luyo dalam melakukan transaksi hutang piutang dengan akad 
gadai sawah dan menganalisis hubungan antara hubungan antara praktek 
gadai sawah pada masyarakat kecamatan Luyo dalam tinjauan etika bisnis 
Islam. 
3.  M. Sulaeman Jajuli dengan judul jurnal Kepastian Hukum Gadai dalam 
Hukum Islam di Kabuoaten Bogor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
sejauhmana kepastian hukum gadai di Kabupaten Bogor yang sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat secara turun temurun. 
4. Ahmad Faisal dengan judul skripsi Pandangan Ekonomi Islam Terhadap 
Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten 
Bone. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam 
terhadap system pelaksanaan gadai sawah di Desa Talungeng Kecamatan 
Barebbo Kabupaten Bone. 
5. Ihwan Azis dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 
Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (studi di Desa Jetaksari Kecamatan 
Pulokulon Kabupaten Grobogan). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 
kesimpulan bahwa dalam praktek gadai tanah sawah dilihat dari akadnya tidak 
sah dengan ketentuan islam. Ketidaksahan akad terjadi pada sighat yang tidak 
menentukan batas waktu gadainya. 
Penulis bermaksud mengangkat judul prektik ma’patoi bela’ Dalam Tinjauan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn untuk diteliti 
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guna melihat apakah prakek tersebut benar tidak sesuai dengan syariah atau ada 
konsep baru yang dapat dimunculkan untuk mengakomudasi praktek tersebut dapat 
terus dilakukan oleh masyarakat. 
E.  Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
Setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan harus diketahui tujuan dan manfaat 
agar usaha dan kegiatan tersebut dapat terarah, terencana dan memiliki kegunaan 
serta manfaat yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui 
tujuan dan kegunaan penelitian ini, yaitu: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktik ma’patoi bela’ yang terjadi di Kelurahan 
Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. 
b. Untuk mengetahui apakah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn terhadap praktik ma’patoi bela’ di 
Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.  
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu 
pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk 
penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam. 
b. Secara Praktis 
Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat 
mengenai praktik gadai  yang sesuai dengan syari’at Islam. 
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BAB II 
TINJAUN TEORITIS 
A. Grand Teory 
1. Maslahah 
Tujuan hidup setiap manusia adalah mengingatkan kehidupannya di dunia ini 
dalam keadaan bahagia baik secara material maupun spiritual dan secara individu 
maupun sosial. Namun dalam kenyataannya kebahagian tersebut dalam keseharian kita 
cukup sulit untuk diraih dikarenakan keterbatasan manusia dalam memahami dan 
menerjemahkan keinginannya, keterbatasan dalam menyeimbangkan antara aspek 
kehidupan, serta keterbatasan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai 
kebahagiaan tersebut. Salah satu aspek kehidupan yang diharapkan dapat membawa 
manusia ke tujuan hidupnya, diantaranya masalah ekonomi. 
Amir Syarifuddin disebutkan bahwa Maslahah secara etimologi bererti sesuatu 
yang baik, oleh karena menciptkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal 
sehat. Ia menjelaskan bahwa tujuan allah Swt dalam menetapkan hukum adalah untuk 
memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya didunia 
maupun dalam persiapan menghadapi kehidupan akhirat.8 
Maslahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara’ yang 
digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek 
mendahulukan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan dalam mengambil 
keputusan hukum. Namun setiap maslahah yang bertentangan dengan al-Qura’an, 
Sunnah atau ijma’ bisa menjadi batal.9 
                                                           
8Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarat: Prenada Media, 2008), h. 233. 
9Enden Haetami, “Perkembangan Teori Maslahah, Izzu al-Din Bin Abd al-Din Bin  Abd al-
Salam Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, Asy-Syari’ah 17, No. 1 (April 2015), h. 29. 
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Dari segi yang hendak dicapai, maslahah dibagi dalam dua kelompok, yaitu: 
a. Mendatangkan manfaat kepada manusia, baik bermanfaat untuk didunia maupun 
akhirat. 
b. Menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik 
kemudaratan di dinua maupun di akhirat. 
Ukuran atau indikator kesejahteraan yang dikemukakan oleh imam al-Ghazali 
secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, 
akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. 
Dari kelima tujuan dasar tersebut, maslahah dibagi menjadi beberapa 
tingkat,10 yaitu: 
1) Maslahah Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang efisiensial begi 
kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika dharuriyat hilang maka kemaslahatan 
dunia bahkan akhirat juga akan hilang, maka yang muncul adalah justru 
kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukkan 
kebutuhan dasar atau disebut kebutuhan primer yang harus selalu ada dalam 
kehidupan manusia.11 
2) Maslahah Hajiyat, yaitu Kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan 
termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam 
hidupnya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat 
ini lebih rendah tingkatannya dari maslahah daruriat. Diantara keringanan yang 
dimaksud seperti, boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang 
                                                           
10Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 11. 
11Mardani,  Ushul Fiqh (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). H. 337. 
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sakit, dan mengqasar shalat ketika perjalanan. Contoh ini kemaslahatan yang 
dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan 
tidaklah akan mengakibatkan kerusakan akan tetapi menimbulkan kesulitan.12 
3) Maslahah Tahsiniyat, yaitu  kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa 
keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Sekiranya, 
kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah 
menimbulkan kesulitan. Akan tetapi  kemaslhatan seperti ini juga dibutuhkan 
oleh manusia. Seperti, menutup aurat dan berpakaian indah dan memakai 
parfum yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia. Dan termasuk pula 
berkenaan dengan adab dan tata cara makan dan minum serta membersihkan 
diri. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah 
sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka.13 
2. ‘Urf 
a. Pengertian ‘urf  
Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima 
oleh akal sehat”.14 Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah ’urf berarti sesuatu yang 
telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik 
berupa perkataan maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. 
Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antar ‘urf dan adat(kebiasaan). 
Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum 
dibanding dengan ‘urf.  
                                                           
12 Romli Sa, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Depok: Kencana, 2017). h. 192-193. 
13Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: 
Prenademadia Group, 2016). h. 121. 
14 Satria Efendi, Ushul Fiqh  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153 
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Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai ‘urf jika 
memenuhi hal-hal berikut: Pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, 
kebiasaan harus dilakukan berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan 
dikenal banyak komunitas. Bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) 
juga termasuk bagian dari ‘urf dikarenakan telah menjadi adat kebiasaan dan telah 
berlangsung konsisten di tengah masyarakat.15 Menurut Imam al-Qarafi seorang 
mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti kebiasaan yang berlaku 
dalam masyarakat terlebih dahulu, sehingga hukum yang ditetapkan tidak 
bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat setempat.  
Dengan demikian, hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah dengan 
perubahan pada suatu waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi serta 
perkembangan masyarakat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan 
perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, 
fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan 
zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.16 
Dalam hukum Islam, ‘urf menempati posisi yang sangat yang sangat penting 
dalam menetapkan hukum. Hal ini karena ‘urf menjadi kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu adat dan 
‘urf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi 
kaidah umum.17 
 
                                                           
15Abu Zahro, Ushul Fiqh  (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), h. 416. 
16Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 
h. 1878. 
17Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: 
Prenademadia Group, 2016). h. 152. 
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b. Klasifikasi ‘urf dalam berbagai aspeknya 
Dalam kajian ushul fiqh, seperti yang telah dibahas ushuliyyun, bahwa ‘urf 
dapat diklarifikasikan menjadi tiga aspek kajian. Pertama, ‘urf dilihat dari bentuk 
materialnya. Kedua, dilihat dari aspek cakupannya. Ketiga, ‘urf dilihat dari aspek ke 
absahannya sebagai dalil yang menjadi sandaran hukum.18 
1) Ditinjau dari segi materialnya, ‘urf diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: 
‘urf al-qauli dan ‘urf amaliy. 
a) Al-qauliy yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal aatau ungkapan 
tertentu dan ucapan tertentu. Misalnya, kata ungkapan yang mengatakan seseorang 
ingin membeli daging satu kilogram sedangkan penjual daging tersebut memiliki 
banyak bermacam-macam daging. Paedagang langsung mengambil daging sapi, 
karena kebiasaan banyak masyarakat setempat membeli daging berupa daging 
sapi.19 
b) Al-Amaliy yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan yang 
berlaku di masyarakat dalam kegiatan atau perbuatan. Kebiasaan yang berlaku 
dimasyarakat dalam melakukan transaksi jual beli seperti membeli makanan  
ringan dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab 
dan qabul. Bentuk lain praktik amaliy yaitu ketika pemilik rumah  menghidangkan 
makanan dan minuman tertentu kepada tamunya. Adanya hidangan ini 
memberikan isyarat agar tamu menikmati hidangan tersebut.20 
                                                           
18Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: 
Prenademadia Group, 2016). h. 153. 
19Romli Sa, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Depok: Kencana, 2017). h. 216. 
20Firdaus, Ushul Fiqh (Depok: Rajawali Pers, 2017). h. 110. 
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2) Ditinjau dari aspek cakupannya, ‘urf dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian: 
‘urf  al-am (kebiasaan yang bersifat umum) dan ‘urf khas (kebiasaan yang 
bersifat khusus) 
a) Al-‘urf al-am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh 
masyarakat. Misalnya dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan 
untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan seperti kunci, tang, dongkrak dan 
cadangan ban, termasuk dalam harga jual tanpa akad yang disepakati.21 
b) Al-‘urf al-kash adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam 
masyarakat tertentu. Misalnya adat gono-gini pada masyarakat jawa.22 
3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara ‘Urf terbagi dua. Yaitu al-‘Urf 
al-sahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-‘Urf al fasid (kebiasaan yang 
dianggap rusak).  
a) al-‘Urf al-sahīh adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak 
bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan 
mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa 
pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah 
ini tidak dianggap sebagai mas kawin. 
b) al-‘Urf al-fāsid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan 
kaidah-kaidah dasar yang ada didalam syara’. Misalnya kebiasaan yang berlaku 
dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara 
sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar 10 juta dalam tempo satu bulan, 
harus dibayar sebanyak 11 juta apabila jatuh tempo, dengan perhitunganbunganya 
                                                           
21Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: 
Prenademadia Group, 2016). h. 154. 
22A. Djazuli, Ilmu Fiqhi (Jakarta: Kencana, 2005). h. 90. 
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10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih sipeminjam, penambahan utang 
10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari 10 juta tersebut 
mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah 
tolong menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis tidak 
boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah peminjaman yang berlaku 
dizaman jahiliyah, yang dikenal dengan riba nasi’ah (riba yang muncul dari utang 
piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama Ushul fiqh termasuk 
dalam kategori al-‘Urf al-fāsid. 
3. Teori Kebutuhan 
Secara umum yang dimaksud dengan kebutuhan adalah sesuatu keinginan 
manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Pengertian lain juga dapat diartikan 
sebagai sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam bentuk barang dan jasa untuk 
mensejahterkan hidupnya. 
Kebutuhan manusia sangat beragam dan tidak terbatas jumlahnya. Karena itu 
sudah menjadi kodrat atau hakekat dari manusia yang selalu merasa akan kekurangan 
bahkan tidak akan pernah merasa puas. Setelah salah satu kebutuhannya terpenuhi 
akan muncul keinginan-keinginan yang lain dalam diri manusia. Kebutuhan manusia 
tidak tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat nyata tetapi juga bersifat tidak nyata. 
Misalnya rasa aman, ingin diharhgai, atau dihormati, maka kebutuhan manusia bersifat 
tidak terbatas. 
Abraham Maslow, salah satu seorang tokoh perkembangan psikologi 
humanistik, mengembangkan model Hierarki kebutuhan dan teori Hierarki kebutuhan 
sampai saat ini dalam memahami motivasi manusia yang dikenal dengan Maslow’s 
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Needs Hierarchy Theory A Theory of Human Motivation. Maslow membagi lima 
macam kebutuhan manusia, yaitu:23 
a) Physical Needs (Kebutuhan-kebutuhan fisik): Kebutuhan fisik adalah kebutuhan 
yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti sandang, pangan dan papan. 
b) Safety Needs (Kebutuhan-kebutuhan rasa aman): Kebutuhan ini lebih bersifat 
psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, perilaku adil, pengakuan 
hak dan kewajiban serta jaminan keamanan. 
c) Sosial Needs (Kebutuhan-kebutuhan sosial): Kebutuhan sosial ini juga cenderung 
psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misalnya: diakui 
sebagai anggota, diajak berpartisipasi. 
d) Esteem Needs (Kebutuhan-kebutuhan penghargaan): Kebutuhan ini menyangkut 
prestasi dan persentase individu setelah melakukan kegiatan. Misalnya: diharhai, 
dipuji dan dipercaya. 
e) Self Actualization (Kebutuhan aktualisasi diri): Kebutuhan ini merupakan 
kebutuhan tertinggi dari individu seseorang serta kebutuhan ini sekaligus paling 
sulit dilaksankan. Mislanya: mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran 
orang lain, mengakui kesalahan orang lain dan dapat menyesuaikan diri dengan 
situasi. 
Pada masing-masing kebutuhan tersebut, tiap-tiap individu dapat berbeda antar 
satu dengan yang lainnya, hal ini dapat terjadi karena status invividu itu sendiri seperti 
antara ayah, ibu, dan anak, latar belakang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, latar 
belakang pengalaman, seperti antara pemgalaman orang miskin dan kaya, serta cita-
cita dan harapan individu yang memiliki pandangan berbeda pula. 
                                                           
23Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial, ( Bndung: Refika Aditama, 2010), h. 111. 
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B.  Gadai 
1. Defenisi Gadai 
 Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diberikan oleh pemberi gadai kepada 
pemegang gadai sebagai jaminan atas pembayaran utang. Caranya adalah dengan 
menyerahkan benda objek gadai yang dapat berupa benda bergerak, bertubuh maupun 
tidak bertubuh,  kedalam kekuasaan seseorang pihak ketiga yang disetujui oleh kedua 
belah pihak.24 
Transaksi gadai dalam fiqih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn dalam bahasa 
Arab, memiliki pengertian al-tsubut wa al-dawam yang berarti tetap dan kekal. Ada 
yang mengatakan, kata ar-rahn bermakna al-habs, artinya tertahan,25 Hal itu, sperti 
firman Allah Swt. Dalam QS. Al- Muddatsir (74: 38): 
               
Terjemahnya: 
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.26 
Pengertian tetap dan kekal yang dimaksud diatas berarti menahan. Kata ini 
merupakan makna yang bersifat materil, sehingga rahn bias diartikan secara bahasa 
yaitu menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat atas utang.27 
Gadai (rahn) secara bahasa seperti dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa 
rahn adalah jaminan, tetap, dan kekal, sedangkan dalam pengertian istilah adalah 
                                                           
24Muhammad Alwi, Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten  
Polewli Mandar Perspektiv Ekonomi Islam, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan 
Sosial   Budaya Islam 1, (November 2016), h. 16. 
25Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan 
Syariah  (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 251. 
26Departemen Agama RI. Al-Qura’an dan Terjemahnya (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 
h.576. 
27Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah  (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1. 
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menahan salah satu harta (rahin) sebagai jaminan (marhun) atas pinjaman (marhun 
bih) yang diterimanya. Jaminan atau marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. 
Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai memperoleh jaminan 
untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebgaian utangnya.28 
Selain pengertian gadai yang dikemukakan di atas, lebih lanjut 
mengungkapkan pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai 
berikut:  
a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu barang yang 
biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang 
tidak sanggup membayar utangnya. 
b. Ulama Hambaliah mengungkapkan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan 
kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak 
sanggup membayar utangnya. 
c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: Sesuatu yang bernilai harta 
(mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang 
tetap (mengikat).29 
d. Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam berpendapat bahwa Rahn yang 
dikemukakan oleh ulama Fiqh klasik tersebut hanya bersifat pribadi, artinya utang 
piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang 
memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan 
                                                           
28Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik  Cet. I  (Jakarta : Gema 
Insani  dan  Tazkia Institute, 2001), h. 128. 
29Zainuddin Ali, Hukum gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2-3. 
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kemajuan ekonomi, rahn tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara 
pribadi dan lembaga keuangan.30 
 Dalam konteks pengertian benda objek gadai, hukum adat Indonesia (yang 
masih berlaku sebagai hukum positif) memiliki pengertian yang menyimpang dari 
pengertian gadai di atas, di samping barang-barang bergerak, gadai dapat juga 
diberikan atas tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. 
Dalam gadai tanah, tanah objek gadai harus dialihkan kekusaannya kepada pemegang 
gadai. Dalam konteks ini, pihak pemegang gadai dapat memungut hasil atas tanah 
tersebut. Bahkan dalam sistem gadai tanah menurut hukum adat, hasil yang dipungut 
dari tanah tersebut merupakan prestasi atau imbalan jasa bagi, karena gadai tanah 
tidak berbunga seperti bunga bank.  
2. Landasan Hukum Gadai 
Transaksi gadai diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-
Quran:  
a. Al-Quran  
Dalam QS. al-Baqarah ayat  283  menjelaskan tentang gadai dan merupakan 
dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut. 
                           
                          
                  
                                                           
30Abdul Ghofur Anshari, Gadai Syariah di Indonesia (Jakarta: Gajah Mada University Press, 
2006), h.103. 
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Terjemahnya:  
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 
Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.31 
Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan 
muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan  dan tidak ada 
seorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka 
hendaklah ada barang tanggungan (Marhun bih) yang  oleh  pihak  yang  berpiutang  
di  jadikan  jaminan. Hal ini dapat dimaksudkan orang yang berpiutang tidak 
mengalami kerugian. Ayat diatas hanya ingin menunjukkan manusia kepada sebuah 
bentuk watsiiqah yang mudah bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak 
menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara 
tunai yang mereka lakukan.32 
Dalam ayat lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian tempo 
untuk orang yang susah yaitu: 
                       
     
 
 
                                                           
31Departemen Agama RI. Al-Qura’an dan Terjemahnya (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 
h.49. 
32Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid VI, diterjemahkan Abdul Hayyie 
alKattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 109 
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Terjemahnya: 
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 
sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.33 
 Maksud dari ayat diatas adalah Allah Swt. Tidak mempersulit orang yang 
berutang, kecuali mereka berkecukupan. Rasulullah Saw. Tidak menganggap 
penundaan atas utang sebagai perbuatan yang zalim keculi mereka orang kaya. Jika 
ada orang yang sedang kesusahan, maka dia harus dipermudah.. Jika dia masih 
kesulitan juga, dia tidak boleh dipekerjakan. Jika dipekerjakan berarti 
mendayagunakan tubuhnya. Jika tubuhnya tidak boleh dipekerjakan, karena hanya 
hartanyalah yang bisa dimanfaatkan, maka tubuhnyapun tidak boleh dimanfaatkan. 
Karena itu, dia tidak boleh ditahan, sebab dalam kondisi ini tidak ada alasan untuk 
menahan merekan.34 
Selain ayat tersebut diatas dalam surah yang sama Qs. Al-Baqarah ayat 282 
untuk orang yang berutang untuk jangka waktu terbatas. 
                        
                          
                ......     
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 
                                                           
33Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. (Bandung: PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2013). h. 47. 
34Syaikh Ahmad bin Mustafa al-Farran, Tafsir Imam syafi’i, (Jakarta Timur: Almahira, 2008). 
h. 497. 
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hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada 
utangnya.......35 
Ayat diatas menegaskan bahwa ketika Allah Swt. Memerintahkan pencatatan, 
kemudian memberi keringanan dalam hal persaksian jika transaksi dilakukan dalam 
perjalanan dan tidak ditemukan pencatatan, maka perintah tersebut bisa mengandung 
hukum wajib, dan bisa pula hanya sekedar petunjuk. Selain itu dalam transaksi 
tersebut, saksi hanya melihat proses penyerahan uang (barang) dari pemberi utang 
kepada pengutang, sehingga diperbolehkan persaksian perempuan bersama laki-laki, 
karena itulah alasan utama Allah Swt. Membolehkan perempuan  menjadi saksi 
(dalam transaksi utang-piutang). Selama tidak menyimpang dari firman Allah Swt. 
Ini boleh juga dilakukan analogi, yang tidak diperbolehkan dalam perkara lainnya, 
Wallahu a’lam. 
b. Hadis Nabi Muhammad SAW 
1) Hadis pertama 
 ُ َّ  َيِضَر ٍَسَنأ ْنَع ُ َةدَاَتق َاَنثَّدَح ٌماَشِھ َاَنثَّدَح َمیِھاَرِْبإ ُنْب ُمِلْسُم َاَنثَّدَح
 ُتْیَشَمَو ٍریِعَِشب ُھَعْرِد َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّ  ىَّلَص ُّيِبَّنلا َنَھَر َْدَقلَو َلَاق ُھْنَع
 َّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّ  ىَّلَص ِّيِبَّنلا َىلِإ ُُھتْعِمَس َْدَقلَو ٍةَِخنَس ٍَةلاَِھإَو ٍریِعَش ِزْبُِخب َم
 ىَسَْمأ َلاَو ٌعاَص َِّلاإ َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّ  ىَّلَص ٍد َّمَحُم ِلِلآ ََحبَْصأ اَم ُلُوَقی
   ٍتَایَْبأ َُةعْسَِتل ْمُھَّنِإَو                                  Artinya: 
Muslim bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Hasyim, dari Qadatah 
bahwa Anas Berkata, “Nabi saw. Pernah menggadaikan baju besinya untuk 
mendapatkan gandum. Kemudian aku pergi menemui Nabi saw. Dengan 
membawa roti gandum dan minyak yang sudah tengik. Aku pernah mendengar 
                                                           
35 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. (Bandung: PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2013). h. 48. 
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orang berkata, pada pagi dan sore hari, keluarga Muhammad tidak memiliki 
makananan kecuali 1 sha’, padahal beliau memiliki Sembilan istri”.36 
 
2) Hadis kedua 
 ُ َّ  َيِضَر َةَرْیَرُھ ِيَبأ ْنَع ٍرِماَع ْنَع ُءاَّیِرَكَز َاَنثَّدَح ٍمَْیُعن ُوَبأ َاَنثَّدَح
 ِھَِتَقَفنِب ُبَكُْری ُنْھ َّرلا ُلُوَقی َناَك ُھََّنأ َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّ  ىَّلَص ِِّيبَّنلا ْنَع ُھْنَع
ًانوُھْرَم َناَك َاِذإ ِّرَّدلا َُنَبل ُبَرُْشیَو 
 
Artinya: 
Abu Nu’aim menyampaikan kepada kami dari Zakaria dari Amir, dari Abu 
Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, “Hewan yang digadaikan boleh 
ditunggangi (oleh penggadai) sebagai imbalan atas biaya pemeliharaan (yang 
dikeluarkannya). Hewan yang memiliki banyak susu boleh diminum susunya 
ketika digadaikan.37 
3) Hadis ketiga 
 
 َُةبَْیُتق َاَنثَّدَح ْنَع ِدَوَْسْلأا ْنَع َمیِھاَرِْبإ ْنَع ِشَمَْعْلأا ْنَع ٌریِرَج َاَنثَّدَح
 َمَّلَسَو ِھَْیلَع ُ َّ  ىَّلَص ِ َّ  ُلوُسَر ىََرتْشا  َْتلَاق اَھْنَع ُ َّ  َيِضَر َةَِشئاَع
 ٍّيِدوَُھی ْنِم  ُھَعْرِد  َُھنَھَرَو اًمَاعَط  
Artinya: 
Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Jabir, dari al-A’masy, dari Ibrahim, 
dari al-Aswad bahwa Aisyah berkata, “Rasulullah saw. pernah membeli 
makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya kepada orang 
tersebut.38 
 
 
 
                                                           
36Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits : Shahih Bukhari 
Muslim 1, (Jakarta: Almahira House of Almahira, 2013). h. 566. 
37Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits : Shahih Bukhari 
Muslim 1, h. 567. 
38Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits : Shahih Bukhari 
Muslim 1. h. 568. 
 
26 
 
 
 
3. Rukun dan Syarat Gadai39 
a. Rukun rahn itu ada 5 yaitu:   
1) Rahin (orang yang menggadaikan)  
2) Murtahin (penerima gadai)  
3) Marhun (barang yang digadaikan)  
4) Marhum bih (utang)  
5) Sigat (akad) ijab dan Kabul 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab (pernyataan 
menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan kabul (pernyataan 
kesediaan member utang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu, menurut 
mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan al-qabd 
(penguasaan barang) oleh pemberi utang. adapun kedua orang yang melakukan akad, 
harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-
syarat gadai, bukan rukunnya.40 
b. Syarat Gadai 
1) Rahin dan murtahin  
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yaitu rahn dan murtahin harus 
cakap bertindak hukum (baliq dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan 
cukup akal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara 
yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat medapatkan 
persetujuan dari wali. 
                                                           
39Safrizal, Praktek Galan Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di 
Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pide Provinsi Aceh, Jurnal Ilmiah Islam 
Futura 15, (Februari 2016), h. 239. 
40Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 254. 
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2) Marhun Bih (utang)  
a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. 
b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bias dimanfaatkan, 
maka tidak sah.  
c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahya. Bila tidak dapat diukur atau 
kuantifikasi rahn itu tidak sah.  
3) Marhun (barang)  
Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau 
wakilnya, sebagai jaminan atas hutang, benda yang dijadikan objek jaminan tidak 
harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. penyerahan 
secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (mal al-manqul), 
sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada herta yang tidak 
bergerak (mal al-uqud). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran 
utang hukumnya dibolehkan selama melakukan kekuatan hukum.41 
Ulama  Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain: 
a) Dapat diperjual belikan 
b) Bermanfaat 
c) Jelas 
d) Milik rahin 
e) Bisa diserahkan 
f) Tidak bersatu dengan harta lain 
g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.42 
                                                           
41Burhauddin, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 
173. 
42Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, h. 164. 
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Namun, imam Syafi’i berbeda dalam menentukan syarat gadai, menurut imam 
Syafi’i syarat gadai terbagi menjadi dua bagian:  
1. Syarat yang menjadi keharusan, yaitu penyerahan barang yang digadaikan. 
Dengan demikian, jika seseorang menggadaikan sebuah rumah, lalu dia tidak 
menyerahkannya, maka akad tersebut batal karenanya. Dan jika barang yang 
digadaikan itu sudah berada di tangan orang yang memberikan pinjaman 
sebelum akad dilaksanakan, baik karena disewa, dipinjam, ghasab, atau yang 
lainnya, berarti barang tersebut telah berada ditangannya setelah dilaksanakan 
akad. Dengan demikian, syarat sahnya penarikan barang gadai adalah 
penggadai itu sendiri.  
2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai, yaitu terdiri dari beberapa 
macam: 
a) Yang berkaitan dengan akad, yaitu tidak tergantung pada suatu syarat yang tidak 
diperlukan dalam akad ketika menyelesaikan utang piutang, karena hal itu dapat 
membatalkan gadai. 
b) Yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu yang 
menyerahkan dan yang menerima gadai. Syarat bagi keduanya adalah baligh dan 
berakal. Dengan demikian, suatu akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila, anak-
anak atau orang idiot.43 
Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya rahn menyangkut 
beberapa hal, yaitu menyangkut syarat-syarat para pihak yang terkait dengan akad 
rahn, menyangkut syarat-syarat dari akad itu sendiri, menyangkut syarat-syarat utang, 
dan menyangkut syarat-syarat agunan. Syarat syarat tersebut sebagaimana dijelaskan 
                                                           
43Syaikh Kamil Muhammad‟ Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), h. 
621. 
 
29 
 
 
 
di bawah ini. Ulama Madzhab Hanafi mengatakan dalam akad rahn tidak boleh 
dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, 
karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan 
syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi 
batal, namun akad tetap sah. 
Misalnya, penerima barang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah 
habis dan utang belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang satu bulan atau kreditur 
mensyaratkan barang agunan itu dapat dimanfaatkan. 
Ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali mengatakan 
bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, 
maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan 
tabiat akad rahn, maka syarat yang demikian itu batal. Kedua syarat dalam contoh di 
atas (perpanjangan rahn satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat 
yang tidak sesuai dengan tabiat rahn, sehingga syarat tersebut dinyatakan batal. 
Syarat yang diperbolehkan adalah, misalnya untuk sahnya rahn tersebut pihak 
kreditur meminta agar dalam pembuatan akad itu hendaknya disaksikan oleh dua 
orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya apabila diisyaratkan bahwa 
agunan tersebut tidak boleh dijual ketika rahn tersebut jatuh tempo, padahal debitur 
tidak mampu membayar utangnya.44 
4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai  
a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Adalah Sebagai Berikut:  
1) Penerima gadai berhak menjual marhum apabila rāhin tidak dapat memenuhi 
kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan benda gadai dapat 
                                                           
44Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), h. 76. 
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digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada si 
pemilik tanah.  
2) Penerima gadai berhak mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan 
untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhum).  
3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan 
harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.  
Berdasakan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang 
harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:  
a) Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda 
gadai bila hal itu disebabkan oleh ke lalaiannya.  
b) Penerima gadai tidak boleh mengunakan barang gadai untuk kepentinggan 
pribadinya.  
c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan 
pelelangan harta benda gadai.  
b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai adalah sebagai berikut:  
1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan 
sesudah ia melunasi utangnya.  
2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya benda 
yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.  
3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah 
dikuranggi biaya peminjam atau biaya biaya lainnya.  
4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda bila diketahui 
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5. Status dan Jenis Barang Gadai 
a. Status Barang Gadai  
Ulama fiqih mengatakan kalau rahn baru dia anggap sempurna apabila barang 
yang digadaikan itu secara hukum sudah dapat ditangan si menggarap dan uang yang 
dibutuhkan sudah diserahkan kepada pemilik tanah, kesempurnaan rahn oleh ulama 
disebut al-qabdah al-marhum yaitu barang jaminan dikuasai secara hukum. Apabila 
angunan itu telah dikuasai maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Karena 
itu status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad, atau kontrak 
utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya ketika orang 
menjual, meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu, untuk 
pembelian suatu barang dengan kredit. Suatu gadai menjadi sah, sesudah terjadinya 
utang, para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menurut 
jaminan maka dibolehkan mengambil sesuatu bagi jaminan. 
b. Jenis Barang Gadai  
Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh rahin sebagai 
pengikat utang, dan dipegang murtahin sebagai jaminan utang. Menurut ulama 
hanafiyah, barang barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut:  
1) Barang-barang yang dapat dijual, karena itu barang-barang yang tidak berwujud 
tidak boleh dijadikan barang gadai. 
2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara’, tidak sah 
menggadaikan sesuatu yang bukan berupa harta.  
3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang 
majhūl (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).   
4) Barang tersebut merupakan milik sendiri. 
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6.  Pemanfaatan Barang Gadai 
Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh orang 
yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik maupun oleh pemegang barang 
gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing 
pihak bersangkutan. Hak pemegang barang gadai terhadap barang gadai hanya pada 
keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan 
pemungutan hasilnya. Pemegang barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, 
tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula orang yang 
menyerahkan barang gadai (pemilik barang), selama barang gadai ada ditangan 
pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang 
gadai, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil maka hasil itu 
adalah menjadi miliknya.45 
Namun, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan hukum 
memanfaatkan barang jaminan dalam akad gadai, menurut jumhur ulama fiqih, selain 
ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh 
memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang jaminan itu bukan miliknya secara 
penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan 
piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi 
utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi 
piutangnya.  
Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan 
memanfaatkan barang itu selama ditangannya, maka sebagian ulama hanafiyah 
membolehkannya. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi 
                                                           
45Syafi’I Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 53. 
 
33 
 
 
 
pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian 
ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi’iyah, berpendapat, 
sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh 
memanfaatkan barang jaminan itu. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, 
maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara’, sekalipun diizinkan 
dan diridhai pemilik barang.46 
Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam 
keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam 
itu. Disamping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku. Hal ini sesuai 
dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban 
diatas.47 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika suatu barang digadaikan, maka 
setiap sesuatu yang dihasilkan yang terlahirkan dari barang yang digadaikan tersebut 
ikut juga tergadaikan, baik sesuatu tersebut menyatu dengan barang pokok. Namun 
jika sesuatu yang dihasilkan tersebut bukan terlahirkan dari barang pokoknya seperti 
hasil sewa dan hasil bumi, maka sesuatu tersebut tidak akan ikut tergadaikan bersama 
pokoknya. Akan tetapi sesuatu tersebut murni untuk penggadai dan tidak terikat oleh 
dengan utang. Karena sesuatu seperti hasil sewa dan hasil bumi adalah sesuatu yang 
dihasilkan sebuah akad lain antara pemilik marhum dan pihak lain, bukan terlahirkan 
dari barang pokok yang ada.48 
                                                           
46Imam al-Kasani, al-Bada’i’u ash-Shana’i’  (Mesir: al-Muniriyah, tt), h. 145. 
47Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 
267. 
48Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 226. 
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Oleh karena itu, dari perbedaan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Imam Syafi’i dan Imam Malik sependapat bahwa manfaat dari barang gadai itu 
adalah hak yang menggadaikan (pemilik barang). murtahin tidak dapat mengambil 
manfaat atas barang jaminan tersebut walaupun atas izin rahin, Karena apabila 
barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang 
dilarang syara’.  
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil 
manfaat dari barang gadaian apabila barang yang digadaikan itu hewan yang tidak 
bisa ditunggangi dan diperah. Sedangkan apabila barang yang digadaikan itu hewan 
yang dapat mengambil manfaat dengan menunggangi dan memerah susunya sesuai 
dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Ulama Hanabilah melarang 
penerima gadai memanfaatkan barang gadai, seperti menjual atau meminjamkan 
tanpa seizin rāhin hal ini disebabkan oleh murtahin yang tidak mempunyai hak 
kepemilikan terhadap barang gadai, sehingga tidak dapat memanfaatkan yang bersifat 
menghilangkan materi barang gadai.  
Menurut ketentuan hukum Islam pemanfaatan barang gadai tetap merupakan 
hak si penggadai, termasuk hasil dari barang tersebut seperti anaknya, buahnya, 
bulunya. Menurut ketentuan hukum Islam sebut mengenai pemanfaatan barang 
gadaian tetap merupakan hak penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut 
sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk 
mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang 
gadai adalah merupakan perbuatan (qirād ialah harta yang diberikan kepada 
seseorang dan dikembalikan setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan dan 
setiap qirad yang menghasilkan kemanfaatan dipandang riba. 
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a. Pemanfaatan barang gadai oleh rahin (penerima gadai)  
Status rahin dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun 
kepemilikan itu dibatasi oleh hak habsu (hak menahan barang gadai) oleh murtahin. 
Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka rahin tidak mempunyai hak penuh 
untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.49 
Pemilik barang masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya 
yang dijamin, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemiliknya dan kerusakan 
menjadi tanggungan pemilik. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari 
barang itu (jaminan), mengurangi harga, menjual atau mempersewakannya tidak sah 
tanpa izin yang menerima jaminan. Kecuali barang yang digadaikan itu adalah budak 
maka, tidak boleh mengambil manfaatnya. 
Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang adalah pemanfaatan yang 
mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang 
masih dalam status gadai. Namun pemanfaatan seperti itu pun dibolehkan apabila 
rāhin mengizinkan. Bentuk pemanfaatan barang gadai yang menjadi pokok 
pembicaraan para ulama fikih adalah pemanfaatan yang bersifat tasarrufat, yaitu 
pemanfaatan yang dapat menghabiskan atau menghilangkan nilai materil dari barang 
yang menjadi objek transaksi.  
Oleh karena itu, dalam akad gadai, rahin tetap memiliki hak milik atas 
marhum sedangkan murtahin memiliki hak menahan marhum sebagai jaminan 
pelunasan utang. Dengan demikian, pemanfaatan oleh rahin atas marhum 
digantungkan kepada izin dari murtahin. Jadi ketika murtahin mengizinkan dan 
menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh rahin tersebut tidak akan 
                                                           
49Zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 31. 
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menghilangkan kepemilikan dari marhum, maka yang dilakukan rahin tersebut 
diperbolehkan menurut syara’.50 
b. Pemanfaatan barang gadaian oleh murtahin  
Ketika murtahin mensyaratkan agar ia dapat memanfaatkan barang yang 
digadaikan, maka syarat itu adalah fasid (rusak) karena syarat tersebut menafikan 
sifat butuh pada barang gadaian. Al-Qadli mengatakan dari Imam Ahmad bahwa 
syarat tersebut diperbolehkan dalam jual beli, yakni jika dia murtahin berkata “aku 
menjual pakaian ini seharga satu dinar, dengan syarat engkau mengadaikan budakmu 
kepada ku untuk membantuku selama satu bulan” maka syarat tadi merupakan syarat 
jual beli dan sewa.   
Apabila barang yang membutuhkan upah, maka hukum mengambil manfaat 
atas barang tersebut adalah dengan adanya ganti atau tidak adanya ganti atas izin dari 
penerima gadai (murtahin), Jika murtahin mendapatkan izin untuk menafkahkan, dan 
pengambilan manfaat dengan ketentuannya, maka dibolehkan karena merupakan 
bagian yang ditanggungkan. Ketika tidak ada izin maka barang gadaian tadi terbagi 
menjadi dua bagian. Yaitu hewan perah dan karapan dan selain keduanya. Adapun 
hewan perah dan kerapan itu harus diberi nafkah oleh murtahin dan ia boleh memerah 
susunya serta boleh menaikinya sebagaimana kadar nafkah yang ia berikan.  
Dalam kitab al-Mugni karya Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut: 
“Tidak boleh bagi orang yang menerima barang gadaian memakainya dengan cara 
apapun kecuali hewan yang ditunggangi dan perahan susu, maka ia boleh 
menungganginya dan memerah susu dengan sekedar ukuran memberi makanan 
binatang itu (tidak melebihi kapasitas). 
                                                           
50Zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 33-34. 
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Keterangan di atas menunjukkan tidak bolehnya mengambil manfaat dari 
barang gadaian, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka 
bisa menunggangi atau memerah susunya. Pengecualian ini khususnya hanya bagi 
binatang yang bisa diperas dan ditunggangi saja, sedangkan yang lainnya tidak bisa 
diqiyaskan kepadanya. Tetapi walaupun demikian menurut ulama Hanafiyah 
penerima gadai bisa pengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat: adanya 
izin dari yang menggadaikan. 
7. Berakhirnya Transaksi Gadai 
Akad dalam transaksi rahn (gadai akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal, 
yaitu: (a) barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, (b) utang telah dilunasi 
seluruhnya, (c) ketika rahin tidak mampu mengembalikan utang, maka barang gadai 
dapat dijual oleh murtahin atas perintah hakim, (d) pembebasan utang dengan cara 
apapun, meskipun dengan pemindahan oleh mutahin, (e) pembatalan oleh murtahin, 
meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin, (f) rusaknya barang rahn bukan 
oleh tindakan/penggunaan murtahin, dan (g) memanfaatkan barang rahn sebagai 
penyewa, hibah atau sedekah baik dari pihak rahin dan murtahin.51 
C.  Praktik Ma’patoi Bela’ 
Secara sederhana praktik dipahami sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang 
disebut teori salah satu diantaranya yaitu praktik dalam kegiatan ekonomi. Salah satu parktik 
yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hal kegiatan ekonomi yaitu gadai. Gadai dalam 
masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu menyebutnya dengan 
“ma’patoi Bela’”. Ma’patoi artinya menggadaikan sedangkan, bela’ artinya kebun, jadi dapat 
                                                           
51Zainuddin ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 8. 
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dipahami bahwa praktik “Ma’patoi Bela” bisa diartikan pinjaman dengan menggadaikan 
kebun sebagai jaminan atas utang baik itu perorangan atau kelompok. 
Praktik “ma’patoi bela” pada masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon 
Kabupaten Luwu memiliki nilai kebijaksanaan sosial yang tinggi dikarenakan memiliki 
prinsip tolong menolong. Pada dasarnya praktik tersebut dilaksanakan ketika ada masyarakat 
yang membutuhkan uang untuk sebuah pembiayaan dan meminta kepada salah satu 
masyarakat yang dianggap mampu memberikan modal dalam hal ini memiliki materil. 
Praktik “ma’patoi bela” memiliki makna yang sama dengan istilah Rahn dalam fiqh Islam, 
yakni menahan salah satu harta sebagai jaminan atas hutangnya, harta yang dijaminkan akan 
dikembalikan ketika utang dikembalikan ke pihak pemberi utang. 
Praktik “ma’patoi bela” atau utang piutang pada masyarakat Kelurahan Nolin 
Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu menggunakan objek transaksi dengan menggunakan 
uang dan kebun. Kebun disini dijadikan sebagai jaminan atas utang dan dikeloah oleh 
pemberi utang itu sendiri. Masyarakat dikelurahan tersebut lebih memilih praktik tersebut 
dikarenakan prosesnya lebih mudah dibandingkan mengambil pembiayaan di perbankan 
ataupun dilembaga lainnya. 
D. Fatwa DSN-MUI 
Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau 
peristiwa. Menurut Amir Syarifuddin, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan 
tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.52 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi 
ulama di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di 
                                                           
52Amir Syarifuddin, Ushul  Fikih (Jakarta: Kencana, 2008), h. 429. 
 
39 
 
 
 
seluruh Indonesia berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan yang bersifat 
umum dan menyangkut umat Islam di Indonesia. Secara umum, fatwa-fatwa yang 
ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (tawasuth), artinya tidak terlalu kaku 
terhadap teks nash, tetapi juga tidak keluar dari mafthum nash dan hanya 
mempertimbangkan kemaslahatan bersama, DSN-MUI berpegang bahwa jika 
terdapat anggapan adanya maslahah yang dianggap melanggar syariah haruslah 
ditolak. Jadi tidak ada alasan mendalihkan mendahulukan kemaslahatan dengan 
melanggar syariah.53 
Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan hasil 
observasi dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat kemudian dirumuskan dan 
didiskusikan dengan pertimbangan apakah permasalahan tersebut sesuai dengan 
kandungan al-Quran dan hadis atau tidak. Oleh karena itu, penetapan hukum yang 
menjadi tugas dan tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga 
pemerintah untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer dengan 
memahami teks al-Quran dan hadis serta melihat realita yang terjadi pada 
masyarakat. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 
25/DSN MUI/III/2002, tentang rahn; menjadi salah satu rujukan yang berkenaan 
gadai syariah,54 diantaranya dikemukakan sebagai berikut.  
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 
bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
                                                           
53Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 270. 
54DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), 
h. 153-154. 
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5. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhum (barang) 
sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.  
6. Marhum dan manfaatnya tetap menjadi milik rāhin. Pada prinsipnya, marhum 
tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai marhum dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya. 
7. Pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya  menjadi kewajiban 
rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.  
8. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman.  
9. Penjualan marhum  
a. Apabila  jatuh  tempo,  murtahin  harus  memperingatkan rahin   untuk segera 
melunasi utangnya.  
b. Apabila  rahin  tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka marhum dijual 
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.  
c. Hasil penjualan marhum digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan yang belum  dibayar serta biaya penjualan.  
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi 
kewajiban rahin.  
10. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai 
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kesepakatan melalui musyawarah (sekarang bernama Badan Arbitrase Syariah 
Nasional/BASYARNAS). 
E. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat 
digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka 
penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar 
variabel dalam proses analisisnya. 
Gambar 2.1 Kerangka konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas untuk berhubungan 
dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam realitas ekonomi 
pada masyarakat kerap ditemukan dalam kondisi tidak memiliki harta dalam bentuk 
tunai. Salah satu upaya yang bisa dilakukan masyarakat  dalam menghadapi ini 
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adalah menggadaikan barang yang dimilikinya atau yang biasa disebut pada 
masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu yaitu ma’patoi 
Bela’ (gadai Kebun). 
Pada prinsipnya Praktik ma’patoi bela’ ini mengandung asas tolong 
menolong, oleh karenanya untuk mendukung hal tersebut diperlukan teori yang 
dipakai apakah sudah sesuai dengan asas tolong menolong tersebut atau hanya 
mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan belaka. Teori yang dipakai 
untuk mengukur praktik tersebut yaitu diantarnya teori maslahah, teori keadilan, dan 
teori urf (Kebiasaan). Teori maslahah digunakan untuk mendatangkan kebaikan 
kedua belah pihak, teori Urf digunakan untuk meneliti kebiasaan yang berlaku dalam 
masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan 
kemaslahatan masyarakat setempat, sedangkan teori kebutuhan digunakan sebagai 
upaya menjawab kodrat atau hakekat manusia yang selalu merasa akan kekurangan 
bahkan tidak akan pernah merasa puas. Untuk menjawab ketiga teori tersebut penulis 
berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai 
materi hukum terbaru dan terlama yang cocok atau relevan terhadap kebutuhan 
masyarakat saat ini, hal ini dikarenakan fatwa DSN-MUI merupakan respon terhadap 
pernyataan tentang permasalahan baru serta sifat tidak mengikatnya fatwa tersebut 
sehingga memberi peluang para ahli ulama dalam berijtihad untuk memberi jawaban 
alternatif pemikiran hukum yang sesuai kebutuhan zaman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 
maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi 
dan fenomena sosial yang ada dimasyarakat dan upaya menarik realitas itu 
kepermukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang 
kondisi, situasi atau fenomena tertentu.55 Penelitian kualitatif disebut juga penelitian 
naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data 
yang dikumpul dan dianalisisis lebih bersifat kualitatif. 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten 
Luwu dengan cara mewawancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat 
langsung dalam praktik ma’patoi bela’ (gadai lahan) yang ada di Kelurahan tersebut, 
dalam hal ini masyarakat yang diwawancarai yaitu pihak penggadai dan penerima 
gadai. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai paraktik 
ma’patoi bela’ yang dilakukan di Kelurahan tersebut. 
 
 
                                                           
55Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 
h.2. 
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B.  Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan fenomenalogi  
Pendekatan ini digunakan karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala 
yang muncul di sekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha untuk memahami 
makna peristiwa serta interaksi orang-orang dalam situasi tertentu, pendekatan ini 
menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan 
untuk mendekati perilaku orang yang bermaksud menemukan fakta.Penelitian 
kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi 
yang tidak perlu dikualifikasikan.56 
2. Pendekatan Normatif 
Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu malasalah yang 
didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur’an. Al-Hadis, kaidah-
kaidah fikiih maupun pendapat ulama. 
C.  Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data penelitian ini adalah data subjek (self-report data)57 dimana data 
yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data dokumenter (documentary 
data). Data subjek yang dimaksud adalah berupa opini dan sikap yang diungkapkan 
oleh informan. Selain itu jenis data yang digunakan juga adalah jenis kualitatif, yaitu 
data yang berbentuk informasi, gambaran umum perusahaan, pelaksanaan dan 
informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. 
                                                           
56Tim Dosen Fakultas Syariah, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: Fakultas 
Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005), h. 11. 
57Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarat: Rineka Cipta), 
h. 129. 
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Penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data, baik sumber data 
primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan 
sekunder adalah: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang biasanya diperoleh dengan survey lapangan 
yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.58 Data primer 
merupakan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (Indepth Interview) 
sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara 
dilakukan secara bebas dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka serta tidak terstruktur 
dan terjadwal guna memperoleh informasi yang apa adanya. 
Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil 
wawancara langsung oleh informan. Peneliti ini memandang representasi informan 
terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan yang dilibatkan oleh 
penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 
a. Rahin (orang yang menggadaikan) 
b. Murtahin (orang yang berputang) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
58Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga), h. 148. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (table. 
Catatan, dan lai-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.59 
Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan 
penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain 
seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang 
berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga 
terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. 
D.  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap 
gejala/fenomena/objek yang diteliti. Observasi adalah metode pengumpulan data 
yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 
penginderaan.60 Metode observasi adalah metode dengan pengamatan yang dicatat 
dengan sistem sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan 
untuk mengetahui kondisi umum di Kabupaten Luwu sebagai metode ilmiah 
observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas 
fenomena-fenomena diteliti.  
                                                           
59Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2013), h/ 21-22. 
60Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. 
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Pemilihan penelitian observasi, karena peneliti ingin mendapatkan data yang 
akurat dalam kajian yang dialami langsung oleh seseorang ataupun sekelompok orang 
yang terjalin dalam masyarakat yang melakukan transaksi gadai. Peneliti mengamati 
apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam 
masyarakat yang dapat dilakukan secara berstruktur sesuai dengan pedoman 
observasi.  
2. Wawancara.  
Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 
sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara 
tatap muka.61 Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer 
mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check 
list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Penulis 
melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait diantaranya, penggadai, 
penerima gadai, tokoh agama.  
3. Dokumentasi  
Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 
tersedia dalam bentuk catatan dokumen. Dokumen tersebut yang merupakan suatu 
pencatatan formal dengan bukti tertulis (autentik). Fungsinya sebagai pendukung dan 
pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. 
                                                           
61Abu Achmad dan Narbuko Cholid, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). h. 70. 
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E.  Instrumen penelitian 
Instrumen penelitian adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalah 
peneliti. Instrumen ini juga sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan 
suatu metode  
1. Alat perekam 
2. Handphone 
3. Kamera 
4. Alat Tulis 
5. Pedoman wawancara 
6. Buku, Jurnal, dan referensi lainnya. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Data-data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi 
selanjutnya diolah dan dianalisa. Analisis data merupakan suatu kegiatan 
pengelompokan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Tujuan dari analisis 
ini adalah untuk mencari makna dari data-data yang telah didapatkan, sebab dalam 
penelitian kualitatif peneliti akan dihadapkan oleh data-data yang membutuhkan 
analisis. Setelah dibaca dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah dengan 
merangkum inti dari data-data yang ditelaah yang disebut reduksi data. Menurut 
Miles dan Hubermen proses pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian 
dilakukan melalui tiga tahap, yang meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data, 
dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi data. Langkah tersebut dapat dijelaskan ke 
dalam tiga tahap berikut: 
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1. Reduksi data (mengurai data) 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 
penyederhanaan, pengapstarakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis dilapangan. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian 
data perlu dilakukan dalam sebuah penelitian sebab, biasanya  informasi-informasi 
yang didapatkan peneliti bersifat naratif, sehingga dibutuhkan penyederhanaan 
penyederhanaan namun tanpa mengurangi isi dari data yang didapatkan. Penyajian 
data dilakukan guna memungkinkan terjadinya penarikan  kesimpulan. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi. Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan mengenai hasil 
penelitiannya serta melakukan verifikasi atas segala gejala-gejala dan temuan-temuan 
peneliti dilapangan beserta makna yang terkandung atas gejala-gejala tersebut, 
mencatat keteraturan serta konfigurasi yang mungkin ada dan juga proposisi. Pada 
tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai gejala-gejala yang ditemukan 
berdasarkan dari penyederhanaan-penyederhanaan informasi yang telah dilakukan 
sebelumnya.. Peneliti juga akan memaparkan mengenai temuan-temuan terkait 
dengan hal yang diteliti, dalam hal ini peneliti akan mengemukakan makna yang ada 
pada gejala-gejala tersebut. 
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G. Uji Keabsahan Data 
Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan dengan melalui empat uji, yaitu 
credibility (validitas internal), transferbility (validitas eksternal), dependability 
(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas). Berdasarkan empat jenis uji yang telah 
disebutkan, penelitian ini hanya menggunakan uji yang paling sesuai yaitu credibility 
(validitas internal). Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai 
kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus 
dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis. Kriteria ini berfungsi melakukan 
inquiry sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Berapa 
aktivitas yang dapat dilakukan untuk  memperoleh tingkat kredibilitas yang tinggi 
antara lain dengan keterlibatan peneliti untuk kehidupan partisipan atau kegiatan 
partisipan.62 Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis triangulasi, yaitu: 
1. Triangulasi Teori. Triangulasi adalah untuk mengkaji fenomena yang saling 
terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi teori yaitu 
hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis 
statement.63 Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif 
teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas kesimpulan 
yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 
pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara 
mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 
                                                           
62Y. Alfianti, Validasi dan Readibilitas Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Keperawatan 
Indonesia, 12. h. 137-141. 
63B. Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif-aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian 
Kontemporer. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001). 
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2. Triangulasi Sumber Data. Proses menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 
(participant obcervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 
resmi, catatan atau tulisan pribadi, serta gambar atau foto. Tentu masing-masing 
cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda dan selanjutnya akan 
memberikan pandangan (insight) yang berbeda pula mengenai fenomena yang 
diteliti. Berbagai pandangan ini akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 
memperoleh kebenaran handal.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Iklim dan Kondisi Geografis Kabupaten Luwu 
Secara geografis letak Kabupaten Luwu sendiri terletak antara 2º34’45- 
3º30’30 lintang selatan dan 121º43’11 Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu berada 
pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km 
dari Kota Makassar. 
Tabel 4.1 Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Luwu64 
Batas Wilayah Kecamatan 
Sebelah Barat Kabupaten Tana Toraja / Kabupaten Enrekang 
Sebelah Timur Teluk Bone 
Sebelah Selatan Kabupaten Wajo 
Sebelah Utara Kabupaten Luwu Utara / Kota Palopo 
Daerah Kabupaten Luwu sendiri terbagi dua wilayah sebagai akibat dari 
pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan dan bagian 
utara dari kota palopo. 
Kabupaten Luwu terdiri dari 23 Kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan. 
Sebanyak 9 kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya. 
Adapun 9 Kecamatan tersebut adalah Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, 
Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Sebanyak 37 
Desa/Kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai dari 9 kecamatan 
                                                           
64Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, “Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018, Luwu 
Regency in Figures” Belopa: CV. Tmn Kreatif, 2018), luwukab.bps.go.id (Juli 2018). h. 6. 
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tersebut dan berbatasan langsung dengan Teluk Bone, selebihnya 190 
Desa/Kelurahan adalah desa bukan wilayah pesisir. 
Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000, 25 km2, 
Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, menyusul 
kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-
masing sekitar 259,77 km2 dan 247,13 km2 atau 8,24 persen. Sedangkan kecamatan 
yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 
34,73 km2 atau hanya sekitar 1,16 persen. 
Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Luwu menaungi 22 kecamatan 
dan 227 desa /  kelurahan. 16 kecamatan berada di sebelah selatan wilayah Kota 
Palopo, sedangkan 6 kecamatan lainnya berada di sebelah utara Kota Palopo. Dari 
227 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Luwu, 15 di antaranya terdapat di 
Kecamatan Bua, sementara di Kecamatan Walenrang Barat hanya terdapat 6 desa / 
kelurahan, dan selebihnya tersebar di 20 Kecamatan lainnya dengan jumlah rata-rata 
8-13 desa/kelurahan per kecamatan. 
Pada sektor pemerintah jumlah PNS daerah Kabupaten Luwu sebesar 6707 
orang, lulusan S1 sebesar 70,8%, lulusan SMA 16,4%, lulusan Diploma 7,5%, 
sedangkan lulusan S2/S3 sebesar 4,7%, dan sisanya dibawah SMA. Dari keseluruhan 
jumlah PNS tersebut 3821 diantaranya perempuan dan laki-laki sebanyak 2886 orang. 
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Tabel 4.2 Banyaknya Desa dan Kelurahan, menurut Kecamatan di Kabupaten 
Luwu, 201865 
No. Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah Total 
1. Larompong 12 1 13 
2. Larompong Selatan 9 1 10 
3. Suli 12 1 13 
4. Suli Barat 7 1 8 
5. Belopa 5 4 9 
6. Kamanre 7 1 8 
7. Belopa Utara 6 2 8 
8. Bajo 11 1 12 
9. Bajo Barat 9 - 9 
10. Bassesangtempe 12 - 12 
11. Latimojong 12 - 12 
12 Bastem Utara 12 - 12 
13. Bupon 9 1 10 
14. Ponrang 8 2 10 
15. Ponrang Selatan 12 1 13 
16. Bua 14 1 15 
17. Walenrang 8 1 9 
18. Walenrang Timut 8 - 8 
19. Lamasi 9 1 10 
                                                           
65Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018  Luwu 
Regency in figures, h. 26. 
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20. Walenrang Utara 10 1 11 
21. Walenrang Barat 6 - 6 
22. Lamasi Timur 9 - 9 
Kabupaten Luwu 207 20 227 
 
Tabel 4.3 Luas Daerah dan Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Luwu, 2018 
 
No 
 
Kecamatan 
Luas 
Area 
Ha 
Ketinggian Wilayah/ Altitude 
          0-25                        25-100                   100-500 
    Ha          %           Ha           %            Ha          % 
1. Larompong 22.525 1.807,54 8,02 3.944,92 17,5 9.479,15 42,08 
2. Larompong Selatan 13.100 2.776,64 21,20 4.760,3 36,34 4.636,2 35,39 
3. Suli 8.175 4.080,06 49,91 3.057,23 37,40 1.034,03 12,65 
4. Suli Barat 15.350 121,38 0,79 3.338,78 21,75 3.806,05 24,80 
5. Belopa 5.926 4.716,05 79,58 1.207,83 20,38 - - 
6. Kamanre 5.244 4.975,49 94,88 265,37 5,0 - - 
7. Belopa Utara 3.473 3.471,66 99,96 - - - - 
8. Bajo 6.852 1.896,63 27,68 2.311,73 33,7 2.642,47 38,56 
9. Bajo Barat 6.630 316,86 4.74 1.342,11 20,24 2.268,42 34,21 
10. Bassesangtempe 17.812 - - - - 9.601,02 31,90 
11. Latimojong 46.775 - - - - 6.524,25 13,95 
12 Bastem Utara 12.288 - - - - - - 
13. Bupon 18.267 1.969,25 10,78 5.306,79 29,05 7.440,40 40,75 
14. Ponrang 10.709 5.864,46 54,76 1.716,70 16,03 1.348,64 12,59 
 
56 
 
 
 
15. Ponrang Selatan 9.998 9.996,12 99,98 - - - - 
16. Bua 10.401 6.105,67 29,93 4.274,99 20,95 4.445,76 21,79 
17. Walenrang 9.460 - - 4.310,23 45,56 1.943,32 20,54 
18. Walenrang Timut 6.365 4.086,12 64,21 2.277,59 35,78 - - 
19. Lamasi 4.220 913,66 21,65 3.017,60 71,51 287,80 6,82 
20. Walenrang Utara 25.977 - - 8.012,55 30,84 10 300,64 39,65 
21. Walenrang Barat 24.713 - - - - 322,93 1,31 
22. Lamasi Timur 5.765 5.162,26 89,54 600,61 10,42 - - 
Jumlah/ Total 300.025 58.260,66 19,42 49.745,41 16,58 66.081,09 22,03 
2. Iklim dan Kondisi Geografis Kecamatan Bupon 
Tabel. 4.4 Batas Wilayah Kecamatan Bupon66 
Batas Wilayah Kecamatan 
Sebelah Barat Kec. Ponrang 
Sebelah Timur Kec. Ponrang Selatan 
Sebelah Selatan Kec. Bajo Barat 
Sebelah Utara Kec. Bassesangtempe & Kec. Lantimojong 
a. Luas Wilayah 
Luas wilayah untuk Kecamatan untuk Kecamatan Bupon 182, 67 km²67 
 
 
 
                                                           
66Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu/ BPS- Statistics Luwu Regency, Kecamatan Bupon 
dalam Angka 2018, luwukab.bps.go.id (Juli, 2018). h. 3. 
67Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu/ BPS- Statistics Luwu Regency, Kecamatan Bupon 
dalam Angka 2018. h. 3. 
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b. Nama dan Panjang Sungai 
Tabel. 4.5 Nama dan Panjang Sungai di Kecamatan Bupon Tahun 2016. 
No. Nama Sungai Panjang Sungai 
1. Sungai Kamburi 6 km 
2. Sungai Tanjong 3 km 
3. Sungai Noling 12 km 
4. Sungai Mamumba 7 km 
c. Jumlah Desa/ Kelurahan dan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) 
Tabel. 4.6 Banyaknya Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Bupon: 
Kelurahan/Desa Jumlah 
Kelurahan 1 
Desa 9 
Tabel. 4.7 Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) 
SLS Jumlah 
Dusun Lingkungan 42 
RW/RK 41 
RT 50 
d. Keadaan Sosial 
Tabel. 4.8 Banyaknya sarana umum di Kecamatan Bupon 2018. 
No. Jenis Sarana Jumlah 
 
 
1. 
 
 
Rumah Ibadah 
1. Mesjid: 46 
2. Mushollahh: 3 
3. Gerejah: 13 
4. Wihara: - 
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5. Pura: - 
 
 
 
2. 
 
 
 
Fasilitas Kesehatan 
1. Rumah Sakit: - 
2. Puskesmas: 1 
3. Pustu: 10 
4. BKIA: - 
5. Poskesdes: - 
6. Polindes: 1 
7. Posyandu: 21 
 
 
3. 
 
 
Lapangan Olahraga 
1. Sepak Bola: 6 
2. Bola Volly: 8 
3. Tenis Meja: 7 
4. Bulu Tangkis: 8 
5. Sepak Takraw: 9 
4. Sekolah Dasar 19 (Tahun 2016) 
5. Sekolah Menengah Pertama 9 (Tahun 2016) 
6. Sekolah Menengah Atas 6 (Tahun 2016 
e. Nama dan Panjang Sungai 
Tabel. 4.9 Nama dan panjang sungai di Kec. Bupon Tahun 2018: 
No. Nama Sungai Panjang Sungai 
1. Sungai Noling 12 km 
2. Sungai Kambori 6 km 
3. Sungai Tanjong 3 km 
4. Sungai Mamumba 7 km 
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3. Letak dan Geografis Kelurahan Noling 
Kelurahan Noling merupakan satu satunya kelurahan yang berada di 
kecamatan Bupon yang memiliki luas 25,20 Km² dan berpenduduk 4.869 jiwa.68 
Tabel. 4.10 Struktur Organisasi Kelurahan Noling Tahun 2019 
No. Jabatan Nama 
1. Lurah Fadli, S.H 
2. Sekertaris Lurah Ahmadi, S.E 
3. Kasi Pemb. Masyarakat Kelurahan Ihsan, S. AN 
4. Kasi Pelayanan Umum Tamsir Taofik, S. AN 
5. Kepala Lingkungan Noling Kamiruddin 
6. Kepala Lingkungan Kambuno M. Basir 
7. Kepala Lingkungan Lumka M. Naing 
8. Kepala Lingkungan Salu Makarra Gunawan 
9. Kepala Lingkungan Yaminas Sultani Hasan 
Pada data tahun 2019 Kelurahan Noling mayoritas penduduknya merupakan 
petani sebesar 1.070, dan sisanya konstruksi 370, pedagang 60, dan PNS 60 orang. 
Banyaknya tempat ibadah pada kelurahan ini berjumlah 20 unit, masing-masing yaitu 
mesjid 16 unit, Mushallah 2 unit dan Gereja 2 unit. 
B. Praktik Ma’patoi Bela’ (gadai kebun) di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon 
Kabupaten Luwu 
Gadai menurut pandangan masyarakat Kelurahan Noling Kecamatan Bupon 
Kabupaten Luwu adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan antara penggadai 
                                                           
68Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu/ BPS- Statistics Luwu Regency, Kecamatan Bupon 
dalam Angka 2017, luwukab.bps.go.id (Juli, 2018). h. 16-17. 
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dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai 
mendapatkan barang jaminan, barang jaminan yang dimaksud disini adalah berupa 
lahan kebun yang produktif. Faktor yang mendorong masyarakat Kelurahan Noling 
untuk menggadaikan kebunnya dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan yang sangat 
mendesak. Masyarakat tersebut lebih memilih transaksi gadai dari pada meminjam  di 
lembaga keuangan seperti di perbankan atau lembaga keuangan lainnya karena 
prosedur yang ada pada lembaga tersebut terkesan rumit dan proses yang lama dan 
juga mempunya bunga yang terbilang besar, sedangkan kebutuhan yang harus 
dipenuhi harus dipenuhi pada saat itu juga. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak H. 
Mangga selaku  rahin mengungkapkan bahwan: 
...karena alasan anak saya membutuhkan uang untuk kuliah waktu KKN(kuliah 
kerja nyata) kemarin waktu di bantaeng, apalagi belumpi musim panen jadi 
terpaksa kebun digadaikan.”69 
Senada dengan hal tersebut Bapak Saing juga menjelaskan bahwa: 
saya menggadaikan kebun saya karena untuk persiapan resepsi pernikahan 
anakku, ditaumi kalau persoalan pernikahan memburuhkan biaya yang besar, 
apalagi pekerjaanku petaniji70 
Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa sanya ketika masyarakat 
dihadapkan situasi yang mendesak seperti membutuhkan biaya untuk menyekolahkan 
anaknya, pernikahan, modal usaha dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan 
kebunnya karena sangat mendesak. 
Masyarakat di Kelurahan Noling biasa menyebut gadai kebun dengan 
sebutan (ma’patoi bela’) dimana praktik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
sejak dulu, pelaksanaan praktik ma’patoi bela’ di Kelurahan Noling pada dasarnya 
                                                           
69H. Mangga (70 tahun), Pihak penggadai (rahin), Masyarakat Kelurahan Noling. 
Wawancara, Luwu, 21 September 2019. 
70Saing (35 tahun), Pihak penggadai (rahin), Masyarakat kelurahan Noling. Wawancara, 
Luwu, 22 September 2019. 
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menggunakan asas tolong menolong (ta’awun) dimana pihak penerima gadai 
(murtahin) memberikan bantuan pinjaman berupa uang kepada pihak penggadai 
(rahin). Akan tetapi dalam praktik yang terjadi pada masyarakat ini tidak mudah 
untuk mengklaim bahwa sepenuhnya menjalankan prinsip tolong menolong. 
saya menerima gadai tersebut saat tetangga membutuhkan uang untuk 
keperluan biaya berobat di rumah sakit, tujuannya salin tolong menolong antar 
tetangga dan sebagai bentuk penghargaan juga karena masih dipercaya dengan 
tetangga jadi di terimami baru kita kelola sendiri yang dititip.71 
 
...dari pada uangnya tinggal dirumah mending dipinjamkan saja supaya ada 
juga sedikit tambahan, disisi lain saya terima itu gadai karna kebunnya luas 
baru letaknya startegis dekat dengan jalan.72 
Jika dilihat dari alasan penerima gadai (murtahin) melaksanakan praktik 
gadai, terdapat dua alasan praktik gadai di kelurahan tersebut. Pertama; gadai kebun 
karena alasan sosial, hal ini dengan maksud salin membantu penggadai (rahin) disini 
penerima gadai tidak melihat letak ataupun luas tanah yang digadaikan. Kedua; gadai 
kebun karena alasan komersial, hal ini penerima gadai menerima gadai tersebut 
semata-mata ingin mengambil manfaat atas tanah kebun dengan melihat letak dan 
luas tanah penggadai, ini menjadi bahan pertimbangan penerima gadai dalam 
menentukan jumlah besaran pinjaman uang tersebut. 
Praktik ma’patoi bela’ yang dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Noling 
pada dasarnya serupa dengan praktik gadai yang terjadi di seluruh daerah di 
Indonesia, dimana pihak penerima gadai mengambil hasil dan manfaat dari lahan 
kebun yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut, seluruh hasil dan manfaat atas 
                                                           
71Baharuddin  (40 tahun), Penerima gadai (murtahin), Masyarakat kelurahan Noling. 
Wawancara, Luwu, 22 September 2019. 
72Hendra (35 tahun), Penerima gadai (murtahin), Masyarakat kelurahan Noling. Wawancara, 
Luwu, 23 September 2019. 
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barang jaminan menjadi milik penerima gadai selama perjanjian yang telah 
disepakati. Penggadai tidak diberi sedikitpun hasil keuntungan dari pengelolahan 
kebun oleh penerima gadai. Hal ini terjadi karena menurut pandangan oleh penerima 
gadai, bahwa penggadai tidak memiliki hak atas kebun yang dijadikan jaminan. 
Sehingga hasil dan manfaatnya sepenuhnya milik penerima gadai. Sebagaimana yang 
diungkapkan bapak Jimi bahwa: 
lahan kebun yang digadaikan manfaatnya sepenuhnya dikuasai oleh penerima 
gadai itu menjadi kebiasaan secara turun temurun dan jadi lahan kebun itu saya 
kelolah dan hasil panen yang dihasilkan dari kebun tersebut sampai uangnya 
dikembalikan oleh penggadai73 
Salah satu alasan utama penggadai menggadaikan kebunnya dikarenakan 
untuk meminta bantuan dalam bantuan finansial pada saat ini dengan bermodalkan 
kepercayaan saja tidak mudah, sehingga dengan berat hati pihak penggadai harus 
merelakan dengan menggadaikan kebunnya dan dimanfaatkan oleh penerima gadai. 
Seperti yang tuturkan oleh bapak Asriadi bahwa: 
..tidak masalah dengan pemanfaatan dilakukan sama pihak penerima gadai 
kebun tersebut karena saya dalam keadaan sangat membutuhkan itu uang dan 
jumlahnya lumayan besar, sedangkan dijaman sekarang dimana bisa 
mendapatkan uang hanya bermodalkan kepercayaan saja.74 
Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai mendapatkan 
izin dari pihak penggadai seperti yang dikatakan oleh bapak Jimi selaku penerima 
gadai dan bapak Asriadi selaku penggadai. Hal ini dilakukan karena pada saat ini 
untuk mendapatkan modal atau pinjaman berupa uang tidak mudah dengan 
                                                           
73Jimi (30 tahun), Penerima gadai (murtahin), Masyarakat kelurahan Noling. Wawancara, 
Luwu, 23 September 2019. 
74Asriadi (35 tahun), Pihak penggadai (rahin), Masyarakat kelurahan Noling. Wawancara, 
Luwu, 22 September 2019. 
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bermodalkan kepercayaan saja sehingga penggadai pun memberikan izin kepada 
penerima gadai memanfaatkan kebun miliknya demi mendapatkan pinjaman modal. 
Selain itu juga, dari penjelasan tersebut diatas juga dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pemanfaatan kebun oleh penerima gadai sebenarnya telah berlangsung sejak 
lama dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan sampai saat ini pun 
pemanfaatan jaminan oleh penerima gadai masih dipraktikkan oleh masyarakat 
Kelurahan Noling. 
Beberapa pelaku praktik ma’patoi bela’ baik penggadai maupun penerima 
gadai diperoleh banyak informasi tentang gadai kebun. Seperti proses akad gadai, 
pemanfaatan barang, dan batasan waktu dalam menggadai barang yang digadaikan. 
Menurut para informan bahwasanya mereka melakukan akad gadai dihadiri 
dan dilaksanakan kedua belah pihak dan dilaksanakan di salah satu rumah antara 
rahin atau murtahin, pada saat transaksi tidak adanya saksi hanya penggadai itu 
sendiri dan penerima gadai itu sendiri, dikarenakan mereka saling percaya satu sama 
lain. Dalam praktik ma’patoi bela’ ini uang di serahkan pada saat akad di laksanakan 
dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, dari pihak penggadai 
dan penerima gadai telah menentukan jangka waktu selama menggadai kebun 
tersebut, seperti halnya yang dikatakan bapak Asriadi bahwa: 
...pihak penerima gadai tidak secara langsung memberikan batasan waktu, akan 
tetapi atas permintaan dan penawaran saya sendiri sebagai penggadai berapa 
tahun atau berapa kali musim panen yang disetujui oleh pihak penerima gadai, 
saya yang datang langsung di rumahnya kemarin menawarkan kebunku seluas 
5.000 m², batasan waktunya selama 3 tahun, dengan pinjaman sebesar dua 
puluh lima juta (Rp. 25.000.000)75 
                                                           
75Asriadi (29 tahun), Penggadai (rahin), Masyarakat kelurahan Noling. Wawancara, Luwu, 
23 September 2019. 
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Praktik ma’patoi bela’ pada umumnya seperti yang dipaparkan oleh 
informan lainnya, bahwa pihak penggadai meminjamkan uang kepada penerima gadai 
dengan jaminan tanah kebun, selama jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak, maka selama itu pula tanah kebun tersebut dikelola oleh pihak penggadai 
dan hasil maupun manfaat lahan tersebut sepenuhnya milik penerima gadai. 
Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama pihak penggadai 
belum bisa melunasi utangnya maka kebun akan terus dikelola penerima gadai 
sampai penggadai bisa melunasi utang tersebut. Apabila sudah jatuh tempo pihak 
penggadai telah melunasi utangnya kepada penerima gadai, maka kebun yang 
dijadikan jaminan akan dikembalikan pada pihak penggadai, juga senada dengan 
yang dikatakan oleh bapak Hendra bahwa: 
kebun yang saya kerja sekarang sudah jalan empat (4) tahun, yang dipinjam itu 
lima puluh juta (Rp. 50.000.000) dengan luas 1 hektar, dengan jangka waktu 5 
tahun, jadi kalau dalam waktu lima tahun tidak dikembalikan kebun yang saya 
kerja otomatis di perpanjang jangka waktunya sampai penggadai 
mengembailkan uang yang dipinjamnya.76 
Secara umum para informan sepakat mengenai perpanjangan waktu 
pelunasan utang, jadi ketika penggadai tidak bisa mengembalikan utang yang 
dipinjam dalam waktu yang telah disepakati oleh penerima gadai, maka barang yang 
dijadikan jaminan terus berlanjut tanpa adanya batas waktu yang ditentukan lagi 
sampai penggadai bisa melunasi utangnya. 
Walau dalam transaksi gadai terdapat jangka waktu yang telah di sepakati 
kedua belah pihak, namun ada kalanya tidak semua pihak penggadai bisa melunasi 
utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan, dikarenakan belum tersedianya uang 
                                                           
76Hendra (35 tahun), Penerima gadai (murtahin), Masyarakat kelurahan Noling. Wawancara, 
Luwu, 23 September 2019. 
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untuk melunasi utang tersebut sehingga membuat pihak penggadai harus 
memperpanjang jangka waktu gadai kepada penerima gadai, sampai pihak penggadai 
bisa melunasi utangnya. 
Seperti gadai yang dilakukan oleh bapak saing yang sudah berlangsung 
selama 2 (dua) tahun yang digadaikan dengan sejumlah uang Rp. 35.000.000 (tiga 
puluh lima juta) namun selama 2 (dua) tahun, pertahunnya telah menghasilkan hasi 
panen 3 kali panen, maka 3 kali panen di kalikan 2 tahun jadi 3 kali hasil panen x 2 
tahun sama dengan 6 (enam) kali panen dan itu sudah menghasilkan keuntungan 
besar bagi murtahin, misalnya pertahun menghasilakn panen sebesar Rp. 25.000.000 
tiga kali panen jika dalam waktu 2 tahun saja maka Rp. 25.000.000 X 2 = Rp. 50. 
000.000 dan sudah jauh melebihi uang yang dipinjamnya. 
Pemberian utang oleh penerima gadai kepada penggadai disesuaikan dengan 
luas serta keadaan tanah, apabila tanah tersebut produktif dan mudah untuk dijangkau 
maka akan semakin besar pula pinjaman yang akan diberikan. Penerima gadai tidak 
menggunakan rumus menakar untuk menetukan besaran pinjaman yang diberikan 
kepada penggadai, akan tetapi besaran pinjaman tidak boleh melebihi besaran harga 
jual barang yang dijadikan jaminan. Maka dari itu penentuan besar pinjaman yang 
diberikan berdasrkan besar uang yang dibutuhkan pihak penggadai. 
Alasannya karena meskipun penerima gadai tidak mempertimbangkan hasil 
dari kebun tersebut penerima gadai tetap diuntungkan karena uang yang dipinjamkan 
tetap dikembalikan tanpa ada kurang sepeser pun, alasan lainnya juga adanya 
penaksiran luas lahan kebun tersebut dengan uang. 
Praktik ma’patoi bela’ ini semua terjadi karena sudah menjadi adat 
kebiasaan masyarakat kelurahan Noling terutama para pelaku gadai, salah satu faktor 
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penyebab terjadinya praktik ini karena dihadapkan dengan kebutuhan yang sangat 
mendesak. Jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk mendapatkan modal 
tersebut dengan menggadaikan lahan kebun yang ada, dikarenakan proses 
transaksinya terkesan lebih mudah dibandingkan meminjam di lembaga keuangan 
seperti perbankan. 
Berikut data pihak yang melakukan gadai dan yang menerima gadai yang 
sempat penulis wawancara di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu: 
No. Rahin & Murtahin J. Utang Tujuan Rahin Jangka waktu 
1. Jimi 10.000.000 Kuliah 3 tahun 
2. Hendra 50.000.000 Modal Usaha 5 tahun 
3. Asriadi 25.000.000 Modal Usaha 3 tahun 
4. Saing 35.000.000 Pernikahan 10 tahun 
5. H. Mangga 25.000.000 Biaya Berobat 2.5 bulan 
6. Baharuddin 10.000.000 Kuliah 2.5 tahun 
 
C. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Pada 
Prakrik Ma’patoi Bela’ di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten 
Luwu. 
Praktik ma’patoi bela’ telah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, 
walau pada hakikatnya barang gadai (marhun) tidak boleh diambil manfaatnya, baik 
oleh penggadai maupun penerima gadai, kecuali mendapat izin dari pihak yang 
bersangkutan. Hal ini dikarenakan hak penggadai terhadap barang setelah akad gadai 
bukan lagi hak milik sempurna atas hukum terhadap barang tersebut. Hak penerima 
gadai atas barang hanya sebatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, 
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bukan pada pemanfaatan hasil dari gadai tersebut.77 Sebaiknya dalam perjanjian gadai 
harus tercantum ketentuan jika penggadai meminta izin untuk memanfaatkan barang 
gadai, dan hasilnya akan dibagi bersama. Ketentuan ini bermaksud menghindari harta 
benda tidak berfungsi. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali tentang 
praktik ma’patoi bela’ di Kelurahan Noling terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional 
No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. 
Sejauh pengamatan dari hasil obesrvasi peneliti terkait dengan rukun dan 
syarat gadai yang dilaksanakan pada transaksi ma’patoi bela’ di Kelurahan Noling 
sudah sesuai dengan rukun gadai dalam Islam. Sebagaimana syarat dan rukun gadai 
harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: 
1. Rahin (penggadai) 
2. Murtahin (penerima gadai) 
3. Marhun (barang yang digadaikan) 
4. Marhun bih (utang) 
5. Sigat (akad) ijab dan kabul.78 
Rukun gadai yang dilaksanakan pada masyarakat di Kelurahan Noling telah 
memenuhi 5 unsur syarat dan rukun gadai dalam Islam, yaitu adanya rahin 
(penggadai), murtahin (penerima gadai), marhun bih (utang), dan sigat (ijab dan 
kabul). Pada pelaksanaan akad gadai yang paling penting adalah syarat dan rukun 
gadai itu sendiri, apabila salah satu rukun gadai tidak terpenuhi maka transaksi 
tersebut tidak sah atau batal. 
                                                           
77Silah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 
193. 
78Sofiniyah Gufron, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami 
Akad-akad Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 91-92. 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn 
merupakan salah satu pedoman atau aturan yang bisa menjadi acuan dalam 
mengambil keputusan pada akad gadai yang sesuai dengan syariah yang dilakukan 
baik oleh badan hukum maupun masyarakat secara umum. Salah satu poin yang 
terdapat dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pihak murtahin (penerima gadai) 
berhak menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman, jaminan tersebut berada 
ditangan penerima gadai selama pihak rahin (penggadai) mengembalikan pinjaman 
tersebut. 
Selama perjanjian itu berlangsung, manfaat dan hasil atas barang jaminan 
tersebut tetap milik penggadai, pihak penerima gadai boleh memanfaatkan barang 
jaminan tersebut atas seizin penggadai, namun ada pembatasan atas manfaatan barang 
jaminan yaitu hanya sebatas biaya perawatan dan pemeliharaan atas barang yang 
digadaikan, dikarenakan ada beberapa barang gadai ketika tidak dimanfaatkan akan 
rusak termasuk salah satunya lahan perkebunan. 
 Pada kenyataanya, praktik ma’pati bela’ yang terjadi pada masyarakat di 
Kelurahan Noling, pihak penerima gadai menahan barang yang dijadikan jaminan 
oleh penggadai selama pinjaman belum dikembaliakn, selama itu pula penerima gadai 
menahan barang jaminan tersebut, pemanfaatan barang jaminan itu bukan hanya 
sekedar biaya perawatan dan pemeliharaan marhun, akan tetapu seluruh manfaat dan 
hasil atas barang jaminan diambil oleh pihak penerima gadai. 
 Pemanfaatan seluruh hasil barang gadai yang dijadikan jaminan atas utang 
yang dilaksanakan di Kelurahan Noling mengandung unsur eksploitasi harta yang 
seharusnya milik penggadai tetapi dimanfaatkan oleh penerima gadai sehingga 
menyebabkan kerugian pihak penggadai.  
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Oleh karena itu, penulis menemukan perbedaan antara aturan dalam fatwa 
dengan praktik ma’patoi bela’ yang terjadi di Kelurahan Noling, aturan yang ada 
pada fatwa memberikan batasan kepada penerima gadai hanya memanfaatkan barang 
gadai yang menjadi jaminan hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatannya barang tersebut, akan tetapi berbeda yang terjadi pada masyarakat 
Kelurahan Noling pihak penerima gadai mengambil seluruh manfaat dan hasil dari 
barang gadai tanpa mengambil kelebihan hasil yang didapatkan setelah dikurangi 
dengan biaya perawatan dan pemeliharaannya. 
Bentuk keuntungan yang didapatkan oleh penerima gadai dengan 
memanfaatkan hasil dari barang jaminan yaitu penerima gadai mendapatkan 
kesempatan untuk mengelola lahan yang dijadikan jaminan yang mana keuntungan 
bisa jauh melebihi dari pinjaman. Bentuk keuntungan yang didapatkan lainnya yaitu 
penerima gadai akan mendapatkan uangnya kembali jika penggadai sudah mampu 
menegmbalikan pinjaman tersesbut, bahkan lahan yang dijadikan jaminan, bahkan 
lahan tersebut seluruhnya dieksploitasi pihak penerima gadai hingga bertahun-tahun 
lamanya tanpa adanya pemberian sedikitpun dari hasil untuk penggadai sebagai 
pemilik lahan. 
Sejauh pengamat penulis menganalisa terhadap parktik ma’patoi bela’ di 
Kelurahan Noling merugikan pihak penggadai, dikarenakan hasil dari barang jaminan 
tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan mengambil hasil dan tidak 
memberi sedikitpun terhadap hasil yang di dapatkan pada lahan tersebut, adanya 
unsur eksploitasi hasil terhadap penggadai atas lahan miliknya. Selain itu, bagi pihak 
penerima gadai mendapatkan keuntungan yang sangat besar, keuntungan tersebut 
dapat melebihi jumlah pinjaman yang diberikan kepada pihak penggadai. 
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Tetapi analisa tersebut diatas tidak sesuai dengan pernyataan pada masyrakat 
baik pada penggadai dan penerima gadai, mereka beranggapan bahwa praktik 
ma’patoi bela’ yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan kesepakatan kedua 
belah pihak seperti pada pemberian seluruh hasil dari barang gadai tidak mengandung 
unsur pemaksaan, saling ridah dan tidak merugikan pihak penggadai. 
Pada dasarnya, praktik ma’patoi bela’ yang dilaksanakan masyarakat 
Kelurahan Noling berdasarkan asas suka sama suka atau biasa disebut saling rida, 
dimana pihak penggadai menawarkan lahan kebun sebagai jaminan atas pinjaman 
kepada pihak penerima gadai, hasil dari lahan tersebut seluruhnya milik penerima 
gadai. Sebagaimana pernyataan salah satu murtahin (penerima gadai), mengatakan 
bahwa: 
Biasanya orang lansung datang kerumah menawakankan untuk dikelolah lahan 
kebunnya sebagai jaminan atas uang yang mau dipinjam, itu mengikuti 
kemauan penggadai, saya tidak mengikat, setelah kita sepakat dengan 
penggadai besaran uang yang dipinjam dan menentukan jangka waktu 
pengembalian pinjaman, maka kebun bisa langsung di kelola setelah uang yang 
diminta sudah ada di tangan penggadai.79 
Dari pernyataan tersebut diatas dapat dipahami bahwa penyertaan hasil dari 
lahan kebun yang dijadikan jaminan merupakan atas penawaran dan kemauan 
penggadai. Selain itu, pihak penerima gadai juga menyetujui perjanjiang yang 
ditawarkan oleh penggadai, dengan alasan penerima ingin menolong tanpa 
memberatkan pihak penggadai. Senada dengan hal tersebut bapak H. Mangga selaku 
penggadai mengatakan bahwa: 
Menurut saya sebagai penggadai, saya tidak merasa dirugikan walaupun 
hasilnya diambil oleh penerima gadai. Karena dia juga bantu pinjamkan 
uangnya untuk keperluan kkn waktu kuliah baru kemarin itu mendesak sekali, 
                                                           
79Baharuddin  (40 tahun), Penerima gadai (murtahin), Masyarakat kelurahan Noling. 
Wawancara, Luwu, 22 September 2019. 
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dari pada saya jual kebunku, mending saya gadaikan dan hasilnya diambil sama 
penerima gadai.80 
Pihak penggadai tidak merasa dirugikan walaupun hasil dari lahan yang 
dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai, karena penggadai mendapatkan 
pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta tidak adanya unsur eksploitasi 
dari keuntungan yang didapatkan sehingga penggadai merasa tidak di rugikan, hasil 
tersebut sebagai bentuk terima kasih penggadai kepada pihak penerima gadai karena 
telah memberikan pinjaman. Oleh karena itu, pelaksanaan praktik ma’patoi bela’ 
pada masyarakat Kelurahan Noling berdasarkan saling rida dan tidak ada unsur 
eksploitasi maupun pemaksaan antara kedua belah pihak. 
Ketidak tahuan masyarakat terhadap gadai dalam Islam sehingga masyarakat 
melakukan gadai dengan memanfaatkan hasil dengan asumsi bahwa yang mereka 
laksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada dikarenakan antara penggadai 
dan penerima gadai melakukan perjanjian tersebut tanpa adanya unsur paksaan dan 
salin rida dan atas seizin penggadai. 
Sedangka menurut para Ulama dalam Pemanfaatan barang  gadai yaitu:  
a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang 
tanda seizin murtahin, begitu pula sebaliknya murtahin tidak boleh 
memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama 
Hanabilah. 
b. Ulama Malikiyah  berpendapat bahwa jika barang jaminan sudah berada ditangan 
murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkannya. 
                                                           
80H. Mangga (70 tahun), Pihak penggadai (rahin), Masyarakat Kelurahan Noling. 
Wawancara, Luwu, 21 September 2019. 
 
72 
 
 
 
c. Ulama Syafi’iyah berpendapat  bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan 
barang jika tidak menyebabkan barang berkurang ataupun rusak, tidak perlu 
meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi 
jika menyebabkan barang berkurang atau bahkan rusak, rahn harus meminta izin 
pada murtahin. 
Dengan ketentuan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sanya 
ada pebedaan pendapat Ulama dalam pemanfatan barang jaimnan, Ulama Hanafiyah 
berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk 
mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun, kecuali dengan izin orang 
yang pemegang gadai. Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang yang menggadaikan 
masih berhak menyewakannya atau meminjamkannya untuk masa yang tidak 
melebihi waktu perjanjian pembayaran utang itu. Ia juga berhak memanfaatkan 
barang tersebut jika tidak menyebabakan barang tesebut berkurang. 
Menurut ulama Hanafiyah bahwasanya yang berhak mengambil manfaat dari 
barang gadai bagi penerima gadai adalah seperti dalam hadist dari Abu Hurairah r.a: 
 َّرا َِنب ُبَك ُْری ْنْھاَك ا َِذا ِھَِتَقفؤُھ ْرَم َن ا ِِھَتَقَفِنب ُب َْرُثی ِّر َّذل ا َُنَبل َو ًان
 َُةَقفَّنل ا ُب َرَْشَی و ُبَك ُْری يذَّل ا َيلَع ًان ْوُھ ْرَم َناَك َاذ 
Artinya: 
Binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafkahnya apabila ia 
tergadai, dan susu boleh diminum lantaran olehnya diberi nafkah apabila ia 
tergadai dan wajib bagi orang yang menunggangi dan meminum untuk 
memberi nafkah. (HR. Bukhari).81 
                                                           
81Feitzal Rivai, Islamic Financial Management (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). h. 190. 
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Pada hadis ini penulis dapat simpulkan bahwa penerima gadai boleh 
memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan atas utang, seperti binatang yang 
ditunggangi dan mengambil susunya akan tetapi penerima gadai wajib baginya 
memberi nafkah padanya. 
Fatwa Dewan Syar’ah Nasional menetapkan bahwa penggadai mempunyai 
hak untuk memanfaatkan barang jaminan, sedangkan untuk penerima gadai tidak 
boleh memanfaatkan barang kecuali seizin penggadai, dengan tidak mengurangi 
barang itu sendiri dan manfaatnya sekedar pengganti biaya perawatan dan 
pemeliharaannya.82 
 Izin penggadai menjadi syarat dalam pemanfaatan barang gadai oleh penerima 
gadai, adanya kebolehan izin yang diatur oleh fatwa merupakan pembatasan 
pengambilan manfaat atas barang gadai, bukan untuk pemanfaatan seluruh hasilnya 
semata dari barang gadai tersebut, tujuan aturan fatwa memberi izin kepada pihak 
penerima gadai untuk pemanfaatan hasil barang jaminan hanya sebatas biaya 
pemeliharaan dan perawatan adalah sebagai ganti rugi yang diberikan kepada 
penerima gadai atas biaya perawatan yang ia keluarkan, sisa dari hasil setelah 
dikurangi biaya perawatan dikembalikan kepada pihak penggadai selaku pemilik 
lahan. 
 Pengambilan manfaat pada praktik ma’patoi bela’ di kelurahan noling 
merupakan kebiasaan yang melanggar hukum dengan mengambil mengambil 
keuntungan yang sangat berlebihan sehingga keuntungan yang di dapatkan tersebut 
sangat merugikan pihak penggadai. Kelebihan atas pinjaman menurut penulis tersebut 
adalah riba, sebagaimana kaidah fiqh dalam utang piutang bahwa: 
                                                           
82Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 174. 
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Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang memberikan 
utang) maka itu adalah riba.83 
Pengambilan keuntungan dalam gadai pada praktik ma’patoi bela’ termasuk 
riba qard. Riba qard adalah riba yang terjadi pada tranksaksi utang piutang yang 
tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al-gunmu bil gurmi) dan 
hasil usaha muncul bersama biaya (alkharaj bid daman). Transaksi ini hanya 
bertujuan jaminan kepercayaan dan keamanan dari pihak penggadai dan bukan untuk 
memberikan keuntungan bagi pihak penerima gadai. 
Praktik ma’patoi bela’ pada masyarakat Kelurahan Noling ketika pihak 
penggadai tidak dapat melunasi hutangnya dan waktu telah jatuh tempo, pihak 
penerima gadai tidak akan menjual atau mengambil sebagian hasil dari penjualan 
barang jaminan tersebut sebagai ganti rugi pinjaman oleh penggadai karena belum 
bisa mengembalikan pinajaman, tetapi yang terjadi, pihak penerima gadai akan 
memperpanjang masa waktu gadai sampai penggadai bisa mengembalikan pinjaman 
yang diberikan. sebagaimana yang dikatakan salah satu murtahin bahwa: 
...dimana-mana gadai kebun orang, kalau jangka waktunya sudah sampai dan 
tidak bisa dibayar, langsung otomatis diperpanjang, tidak ada istilah penjualan 
kebun, karena perjanjian diawal tidak ada begitu lagian sertifikat tanahnya sama 
dia yang ada cuma surat perjanjian hitam diatas putih.84 
Dalam hal ini seperti pada firman Allah QS. al-Baqarah: 23 yang berbunyi 
sebagai berikut: 
                                                           
83Yulian Purnama, Hukum Hadiah Penghutang Kepada Pemberi Hutang, 
http://muslim.or.id/29638-hukum-hadiah-dari-pemberi-hutang-kepada-pemberi-utang.html (Diakses 
pada tanggal 13 November 2019). 
84Jimi (30 tahun), Penerima gadai (murtahin), Masyarakat kelurahan Noling. Wawancara, 
Luwu, 23 September 2019. 
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                          
                         
                  
Terjemahnya:  
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan 
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hati; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.85 
Jangka waktu yang diberikan oleh kedua belah pihak antara penggadai dan 
penerima gadai telah disepakati saat terjadinya akad dan transaksi, akan tetapi dalam 
melakukan gadai tersebut tidak semua penggadai mampu mengembalikan pinjaman 
pada saat jatuh tempo, karena uang untuk melunasi pinjaman belum ada, sehingga 
pihak penggadai harus ikhlas memperpanjang jangka waktu gadai mereka dengan 
waktu yang tidak ditentukan sampai pihak penggadai melunasi pinajaman yang 
diberikan oleh penerima gadai. 
Apabila barang gadai sudah masuk jatu tempo, penerima gadai harus 
memperingatkan penggadai untuk segera melunasi utangnya, akan tetapi apabila 
penggadai tetap tidak dapat melunasi utangnya maka penerima gadai berhak menjual 
barang jaminan, Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi 
utangnya, kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada penggadai. 
                                                           
85Departemen Agama RI. Al-Qura’an dan Terjemahnya (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), 
h.49. 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn 
menjelaskan bahwa apabila pinjaman pihak penggadai telah jatuh tempo akan tetapi 
penggadai belum bisa mengembalikannya, maka pihak penerima gadai berhak 
menjual barang jaminan berupa sebagai ganti rugi atas pinjaman tersebut. Hasil dari 
penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutang penggadai, 
untuk mengganti biaya pemeliharaan atau perwatan dan sisa hasil dari penjualan 
barang tersebut tetap dikembalikan kepada pihak penggadai. 
Praktik ma’patoi bela’ di Kelurahan Noling secara umum terdapat dua 
alasan melaksanakan gadai yaitu: alasan sosial dan alasan komersial, alasan sosial 
disini bermaksud untuk saling tolong menolong sedangkan alasan komersial yaitu 
semata-mata ingin mengambil manfaat atas tanah yang dijadikan jaminan, hal ini 
sudah bertentangan dengan teori maslahah dimana teori ini salah satu metode 
penetapan hukum syara’ yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih banyak 
menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan menghilangkan 
kemudaratan dalam mengambil keputusan hukum. Namun setiap maslahah yang 
bertentangan dengan al-Qura’an, Sunnah atau ijma’ bisa menjadi batal.86 
Praktik gadai yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Noling sudah 
menjadi kebiasaan turun temurun. Kebiasaan tersebut merupakan adat istiadat yang 
merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum dalam Islam, dalam Islam adat 
istiadat dinamakan ‘urf. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah 
menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat baik itu 
di perkotaan maupun di pedesaan.87 
                                                           
86Enden Haetami, “Perkembangan Teori Maslahah, Izzu al-Din Bin Abd al-Din Bin  Abd al-
Salam Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”, Asy-Syari’ah 17, No. 1 (April 2015), h. 29. 
87Abu Zahro, Usūl Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 416. 
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Melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat tersebut, gadai yang 
dilaksanakan oleh masyarakat bertentangan dengan hukum syara’, dimana pihak 
penerima gadai mendapatkan keuntungan berupa manfaat seluruh hasil barang 
jaminan yang berlipat ganda dari pinjaman yang diberikan dan itu termasuk riba. 
Dari segi keabsahannya ‘Urf terbagi dua macam. Yaitu: al-‘Urf al-sahih 
(kebiasaan yang dianggap sah) dan al-‘Urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak). 
Praktik ma’patoi bela’ yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Noling 
termasuk Urf fasid diaman kebiasaan ini sudah bertentangan dengan syara’. Karena 
praktik gadai tersebut melanggar ketentuan syara’ yaitu adanya unsur riba 
didalamnya yang sangat  bertentangan. Sehingga praktik ini tidak bisa dijadikan 
sebagai sebuah dasar hukum karena bertentangan dengan hukum syara’. 
Disisi lain Penggadai tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan pinjaman 
untuk memenuhi kebutuhan mereka kecuali menggadaikan lahan kebun mereka 
sebagai jaminan atas piutang. Hal ini sejalan dengan teori kebutuhan dimana keinginan 
manusia untuk memperoleh barang dan jasa sangat beragam dan tidak terbatas 
jumlahnya. Pada masing-masing individu berbeda setiap kebutuhannya, hal ini dapat 
terjadi status individu itu sendiri. 
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn 
merupakan solusi terhadap praktik ma’patoi bela’ yang dilaksanakan oleh masyarakat 
Kelurahan Noling, karena fatwa ini merupakan hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia 
dalam bentuk fatwa merupakan hasil dari pemahaman fakih (ahli hukum Islam) 
terhadap suatu teks al-Qur’an dan Hadis dengan mempertimbangkan dan menganalisa 
realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan dibentuknya fatwa tersebut 
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mengubah dan mencari solusi terhadap praktik yang terjadi dimasyarakat sesuai 
dengan aturan dan tuntunan hukum Islam.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan mengenai praktik ma’patoi 
bela’ (gadai kebun) dalam tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik ma’patoi bela’ (gadai kebun) yang dilakukan masyarakat Kelurahan 
Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu pada umumnya pemanfaatan lahan 
tersebut berada ditangan pihak penerima gadai sampai pihak penggadai 
melunasi utangnya. Namun jika pihak penggadai belum mampu melunasi 
hutangnya, maka pelaksanaan gadai kebun akan diperpanjang dalam jangka 
waktu yang tidak ditentukan sampai penggadai bisa mengembalikan utang 
pinjaman. 
2. Praktik ma’patoi bela’ (gadai kebun) yang dilakukan masyarakat Kelurahan 
Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu jika ditinjau dari fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn tidak sesuai, ketidak 
sesuaian terletak pada pemanfaatan barang jaminan yang digadaikan, bahwa 
penerima gadai boleh memanfaatkan hasil dari barang jaminan atas seizin 
penggadai, selain itu ketidak sesuaian apabila jangka waktu sudah memasuki 
jatu tempo, maka penerima gadai harus memperingatkan pihak penggadai untuk 
segera melunasi utangnya, apabila pihak penggadai tetap tidak dapat melunasi 
utangnya, maka barang yang dijadikan jaminan dapat dijual untuk melunasi 
utangnya. serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan.  
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B. Implikasi Penelitian 
Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran 
dan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan. 
1. Hendaklah para pemuka agama, agar lebih sering memberikan pengarahan atau 
informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan Syariah dan 
bagaimana cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat 
terhindar dari kesalahan. 
2. Pada praktik ma’patoi bela’ yang menjadi perhatian khusus untuk diberi 
pemahaman terkait hukum gadai dalam Islam adalah pihak penerima gadai, 
karena pihak penerima gadai sebagai pemberi syarat dan penentu perjanjian 
dengan tujuan untuk mengubah praktik gadai yang dipraktikkan masyarakat. 
Selain itu perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam praktik ini sehingga 
informasi seputar praktik ini dapat diketahui oleh masyarakat ketika ada 
masalah nantinya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. Daftar manuskrip 
2. Daftar jawaban 
respondeden 
3. Daftar responden 
4. Dokumen hasil 
wawancara 
5. Fatwa Dewan Syariah 
Nasioanl  
6. Persuratan 
  
 
LAMPIRAN I 
Daftar Manuskrip 
A. Penggadai (rahn) 
1. Apa yang mendorong bapak/ibu/saudara melakukan praktik gadai kebun? 
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai kebu ? 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan? 
4. Apakah penggadai  menentukan batasan waktu dalam menggadai kebun?  
5. Bagaimana cara bapak/ibu/saudara menawarkan lahan yang akan 
digadaikan? 
6. Siapakah yang memanfaatkan lahan tersebut? 
7. Apakah Pelaksanaan gadai pihak penggadai merasa diuntungkan atau malah 
sebaliknya dirugikan? 
8. Apakah Pernah terjadi perjanjian jatuh tempo akan tetapi penggadai belum 
melunasi uang pinjaman?  
9. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirmya pelaksanaan gadai?  
10. Apakah ada penjualan barang gadai pada saat jatuh tempo? 
B. Penerima Gadai 
1. Apakah yang mendorong bapak/ibu/saudara dalam melaksanakan akad gadai? 
2. Siapa saja yang telibat dalam akad gadai? 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan gadai? 
4. Kapan penerima gadai menerima barang yang digadaikan? 
5. Apakah penerima gadai menetukan batas waktu gadai pada saat akad? 
  
 
6. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai? 
7. Apakah dalam pelaksanaan gadai pihak penerima gadai diuntungkan atau 
sebaliknya malah dirugikan? 
8. Apakah Pernah terjadi perjanjian jatuh tempo akan tetapi penggadai belum 
melunasi uang pinjaman? 
9. Apakah ada penjualan gadai pada saat jatuh tempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN II 
Daftar Jawaban Responden 
A. Penggadai (rahin)  
1. Apakah yang mendorong bapak/ibu/saudara melakukan praktik gadai kebun?  
Jawaban: Untuk biaya sekolah, modal usaha, biaya rumah sakit  dan biaya   
pernikahan. 
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai kebun?  
Jawaban: Penggadai (rahin), pemegang gadai (murtahin) dan saksi.   
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?   
Jawaban:  Di rumah orang yang memberikan utang (murtahin) 
4. Apakah penggadai (rahin) menentukan batasan waktu dalam  
menggadai kebun?  
Jawaban: Ada batasan waktu diberikan, tergantung dari kesepakatan antara 
penggadai dan penerima gadai. 
5. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menawarkan tanah yang akan 
digadaikan?  
Jawaban: Penggadai datang kepadanya dan menawarkan kebun milik saya 
kepada penerima gadai. 
6. Siapakah yang memanfaatkan lahan tersebut?  
Jawaban: Tentu saja para pemegang gadai, tdak ada sejarah dalam gadai 
pihak penggadai mengambil manfaat atas barang yang digadai 
(kebun).  
7. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak penggadai merasa diuntungkan 
atau malah sebaliknya dirugikan? 
 
  
 
Jawaban: -Kalau dari segi diuntungkannya, merasa di untungkan karena  
mendapat sejumlah uang pinjaman.   
-Merasa di rugikan karena kebun yang digadaikan penggarapan dan  
 semua hasilnya di ambil oleh penerima gadai. 
8. Apakah pernah terjadi perjanjian gadai sudah jatuh tempo tetapi penggadai  
belum melunasi uang pinjaman? 
Jawaban: Sering terjadi karena belum mampu untuk melunasinya maka 
penerima gadai akan memperpanjang waktu pengembalian utang    
tersebut sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan, 
pengembalian barang gadai (kebun) ketika utang tersebut 
dikembalikan kepada penerima gadai. 
9. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirmya pelaksanaan gadai?  
Jawaban: Langsung saja ditentukan pada saat itu juga, sesuai kesepakatan 
bersama, selain itu penerima gadai juga melihat kondisi lahan 
tersebut. 
10. Apakah ada penjualan barang gadai pada saat jatuh tempo?  
Jawaban: Tidak ada penjualan barang gadai karena surat-suratnya berada di 
tangan penggadai. 
B. Pemegang gadai (murtahin)  
1. Apakah yang mendorong bapak/ibu/saudara dalam melaksanakan akad gadai?  
Jawaban: -Karena dia sendiri yang datang menawarkan lahan kebun milik  
penggadai. 
-Karena kasihan/mau menolong.  
 
  
 
2. Siapa saja yang terlibatbat dalam akad gadai?  
Jawaban: Penerima gadai, penggadai dan saksi.  
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?   
Jawaban: Di rumah penerima gadai..  
4. Kapan penerima gadai  menerima barang yang digadaikan?  
Jawaban: Setelah terjadinya kesepakatan, langsung menerimanya.  
5. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu gadai pada saat akad? 
Jawaban: Jelas ada batasan waktu yang diberikan.  
6. Siapakah yang memanfaatkan  barang gadai? 
Jawaban: Penerima gadai yang memanfaatkan, tidak pernah terjadi gadai 
kebun pihak penggadai yang memanfaatkan hasil gadai. 
7. Apakah dalam pelaksanaan gadai pihak penerima gadai diuntungkan atau 
sebaliknya dirugikan? 
Jawaban: Merasa diuntungkan, karena bisa mendapatkan tambahan 
penghasilan.  
8. Apakah pernah terjadi perjanjian jatuh tempo akan tetapi penggadai belum 
melunasi uang pinjaman? 
Jawaban:  Pernah terjadi. Karena penggadai belum melunasi utangnya.  
9. Apakah ada penjualan barang gadai pada saat jatuh tempo?  
Jawaban: Tidak ada penjualan barang gadai, karena saya tidak berani untuk 
menjualnya. 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN III 
Daftar Responden 
No. Rahin & Murtahin J. Utang Tujuan Rahin Jangka waktu 
1. Jimi 10.000.000 Kuliah 3 tahun 
2. Hendra 50.000.000 Modal Usaha 5 tahun 
3. Asriadi 25.000.000 Modal Usaha 3 tahun 
4. Saing 35.000.000 Pernikahan 10 tahun 
5. H. Mangga 25.000.000 Biaya Berobat 2.5 bulan 
6. Baharuddin 10.000.000 Kuliah 2.5 tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN IV 
Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara 
 
Gambar. 1 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar. 2 
Nama : Saing 
Umur : 41 Tahun 
Alamat : Kelurahan Noling, 
  Kecamatan Bupon,  
  Kabupaten Luwu. 
Nama : H. Mangga 
Umur : 70 Tahun 
Alamat : Kelurahan Noling, 
  Kecamatan Bupon,  
  Kabupaten Luwu. 
  
 
 
        Gambar. 3 
 
 
Gambar. 4       Gambar. 5 
Nama : Jimi     Nama : Hendra 
Umur : 30 Tahun    Umur : 35 Tahun 
Alamat : Kelurahan Noling,    Alamat : Kelurahan Noling, 
  Kecamatan Bupon        Kecamatan Bupon  
  Kabupaten Luwu      Kabupaten Luwu  
  
Nama : Supriadi 
Umur : 31 Tahun 
Alamat : Kelurahan Noling, 
  Kecamatan Bupon,  
  Kabupaten Luwu. 
  
 
 
 
Gambar. 6 
Nama : Baharuddin 
Umur : 40 Tahun 
Alamat : Kelurahan Noling, 
      Kecamatan Bupon  
  Kabupaten Luwu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN V 
Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN VI 
Berkas- Berkas 
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